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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN ANGGARAN 2025 

  

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan 
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung 
jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. 

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan 
secara akurat, andal dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan 
kinerja ini 

Jakarta,25 Februari 2026 
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Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 
sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029. 
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 merupakan 
wujud pertanggung jawaban atas kinerja dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencapai  tujuan  dan   sasaran   
tahun anggaran 2025. Dalam Laporan Kinerja ini tertuang capaian kinerja Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap target yang telah ditetapkan pada awal 
tahun 2025, capaian kinerja dan penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum. 
Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang 
dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada para 
pemangku kepentingan dan merupakan sumber informasi untuk perbaikan serta 
peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sebagai wujud nyata pelaksanaan 
transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik.  

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan 
menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program/kegiatan dan anggaran, 
peningkatan tata kelola, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang. 

Jakarta,25 Februari 2026 
Direktur Jenderal  

Badan Peradilan Umum 
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Ringkasan Eksekutif 
Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-
2029, Mahkamah Agung RI wajib memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh 
pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil 
Presiden. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 
MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan 
tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana di lingkungan 
Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum serta 
mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis 
Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2019 khusus 
kewenangan terkait pranata dan tata laksana perkara telah dialihkan ke Kepaniteraan 
Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 243/KMA/SK/XI/2019. Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 menyajikan 
informasi capaian kinerja Unit Eselon I alokasi anggaran APBN yang dikelola sebesar Rp. 
128.272.021.000,- dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 126.025.049.998,- atau  98,25 
% dari total pagu. Dari 25 Indikator Kinerja Utama pada 4 (empat) Sasaran Program, seluruh 
sasaran program telah mencapai target.

SP 1  : Terselenggaranya penyelesaian perkara  
di lingkungan Peradilan Umum  
yang pasƟ dan berkeadilan  
17 Indikator Utama 

102.36%

NILAI CAPAIAN 
TA 2025 

106.35% 

SP 2  : Terselenggaranya layanan peradilan bagi 
kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum 
yang mudah dan terjangkau 
3 Indikator Utama 

103,66%

SP 3  : Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian 
perkara di lingkungan  
Peradilan Umum yang opƟmal 
2 Indikator Utama 

111,56% 

SP 4 : Terlaksananya dukungan manajemen di 
lingkungan Peradilan Umum yang prima dan 
opƟmal 
3 Indikator Utama 

107.83% 
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Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja layanan peradilan yang modern, transparan, 
dan berorientasi hasil, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 telah 
mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi digital. 
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan sistem 
peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi dan layanan informasi. Berikut 
beberapa pengembangan system aplikasi tahun 2025 antara lain:  

1. Beberapa Aplikasi yang mendukung Indikator Layanan SDM adalah: 
a. SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi)  

SIMETRI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan layanan administrasi peradilan 
umum, termasuk penatausahaan persuratan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum dengan seluruh satuan kerja di bawahnya, sehingga seluruh proses layanan 
administrasi peradilan dilaksanakan secara elektronik dan dapat dipantau secara real-
time. Aplikasi ini menyempurnakan aplikasi sebelumnya yaitu PTSP+ sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan modernisasi pelayanan 
peradilan menuju peradilan berbasis digital. Sistem ini mempermudah pengelolaan 
surat-menyurat, data, dan proses administrasi agar lebih cepat, terstruktur, akuntabel, 
meminimalkan kesalahan dan dapat dipantau secara real-time. Melalui aplikasi ini 
satuan kerja dapat memperoleh layanan persuratan secara cepat dan transparan. 
 

b. BLC (Badilum Learning Center) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghadirkan sebuah terobosan inovatif 
untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan 
bagi seluruh hakim dan tenaga teknis/non teknis di lingkungan badan peradilan umum. 
Aplikasi BLC (Badilum Learning Center) merupakan aplikasi pembelajaran digital yang 
dirancang oleh Badan Peradilan Umum sebagai pusat pengembangan kompetensi 
terpadu bagi aparatur peradilan. Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses 
berbagai modul e-learning, materi pelatihan, video pembelajaran, panduan teknis, 
serta fitur evaluasi untuk mendukung proses belajar yang sistematis dan 
berkelanjutan. BLC memberikan kemudahan belajar di mana saja dan kapan saja, 
sekaligus memastikan bahwa peningkatan kompetensi dilakukan melalui standar 
materi resmi yang terstruktur, terpercaya, dan sesuai kebutuhan tugas di lingkungan 
peradilan. Hasil akhir dari pembelajaran BLC ini akan menjadi rapor bagi Hakim dan 
tenaga teknis Badan Peradilan Umum. 
 

c. SMART TPM 
Dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan, promosi dan mutasi hakim 
serta tenaga teknis memegang peranan penting. Direktorat Jenderal Badan peradilan 
Umum terus berinovasi untuk memastikan proses tersebut berjalan transparan, 
objektif, dan efisien. Kini, hadir Smart TPM sebuah terobosan digital yang 
menghadirkan kemudahan, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan 
keputusan promosi dan mutasi. 
SMART TPM merupakan sebuah sistem digital berbasis data yang dirancang untuk 
merevolusi cara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung memetakan kinerja dan 
potensi guna menempatkan hakim serta tenaga teknis di seluruh Indonesia. Smart 
TPM merupakan salah satu tools yang difungsikan guna merekomendasikan satuan 
kerja bagi Hakim dan Tenaga Teknis dalam proses Promosi dan Mutasi berdasarkan 
kinerja dan prestasi serta kondisi pribadi. Rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem 
merupakan hasil penghitungan dari data perangkingan satker yang telah diolah pada 
aplikasi GANISPEDIA dipadukan dengan data perangkingan individu. 
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Smart TPM tidak akan menggantikan Proses TPM yang telah berjalan selama ini di 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melainkan hanya memberikan 
REKOMENDASI POLA TPM yang paling sesuai dengan variabel-variabel data satker dan 
personal (hakim dan tenaga teknis). 
SMART TPM diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi 
manajemen SDM di lingkungan Peradilan Umum. Sistem ini tidak hanya menjawab 
kebutuhan akan proses promosi dan mutasi yang lebih transparan, adil, dan berbasis 
data, tetapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan karier yang terintegrasi dengan 
berbagai program peningkatan kompetensi, asesmen psikologis, dan kinerja individu. 
SMART TPM diharapkan mampu menempatkan integritas, dedikasi, kapabilitas, dan 
kompetensi menjadi penentu utama bagi kemajuan karier dan kemuliaan lembaga 
peradilan. 
 

d. RTV (Ruang Tamu Virtual) 
Merupakan sebuah platform daring yang dirancang untuk memudahkan komunikasi 
dan koordinasi seluruh warga peradilan umum, termasuk Hakim dan tenaga teknis 
dengan Pejabat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi ini, 
berbagai layanan administrasi dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan kunjungan 
secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, misalnya permohonan 
mutasi, promosi, kenaikan pangkat, permohonan atribut persidangan dan sebagainya. 
Layanan ini telah terbukti efektif menggantikan pertemuan tatap muka dalam berbagai 
keperluan tersebut. Warga peradilan umum cukup membuka aplikasi RUANG TAMU 
VIRTUAL kemudian memilih janji temu sesuai slot yang disediakan.  Selanjutnya ia 
tidak perlu datang secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta 
karena pertemuan dilakukan secara daring dari satkernya.  
RUANG TAMU VIRTUAL telah menjadi jawaban atas menumpuknya tamu warga 
pengadilan yang berkunjung atau datang langsung ke Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum di Jakarta. Oleh karena itu RUANG TAMU VIRTUAL meminimalisir 
pertemuan tatap muka secara langsung, mencegah potensi gratifikasi, dan sekaligus 
meminimalisir layanan yang bersifat transaksional. 

 
e. E-BIMANTARA (Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi) 

e-BIMANTARA atau Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi merupakan aplikasi yang 
disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk pengajuan biaya 
perjalanan dinas pindah bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.  Aplikasi ini 
dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan permohonan 
pindah, validasi, verifikasi dan pencairan biaya pindah bagi tenaga teknis pengadilan 
di Lingkungan Peradilan Umum. Hal ini menuntut tersedianya sebuah sistem yang 
mampu menyesuaikan perhitungan biaya secara dinamis dan terintegrasi dengan 
aturan terbaru. Melalui pengembangan sistem ini, proses administrasi mutasi tenaga 
teknis diharapkan menjadi lebih terstandardisasi, meminimalkan potensi kesalahan, 
serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kepegawaian yang lebih baik 
di seluruh satuan kerja peradilan umum. 
Dengan e-BIMANTARA, maka pengajuan biaya mutasi cukup dilakukan secara 
elektronik, sehingga proses verifikasi data dan pembayaran biaya mutasi dapat 
dilakukan lebih cepat, efisien dan tranparan; 

 
Harapannya inovasi berbasis teknologi informasi tersebut akan mempermudah satuan kerja 
dalam memperoleh layanan yang lebih baik dan cepat. 
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2. Beberapa Aplikasi untuk mendukung tercapainya Sasaran Program “Terselenggaranya 
penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang pasti dan berkeadilan” antara 
lain: 
a. PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis) 

Pelayanan persidangan merupakan salah satu elemen utama dalam proses peradilan 
yang secara langsung dirasakan oleh para pencari keadilan. Dalam praktiknya, 
pengelolaan jadwal dan pelaksanaan persidangan masih menghadapi sejumlah 
tantangan, antara lain:  
 Penumpukan agenda sidang pada hari dan waktu tertentu 
 Antrian pemeriksaan yang tidak terpantau secara sistematis  
 Penyampaian informasi jadwal yang sering terlambat atau belum tersaji secara 

realtime 
 Ketergantungan pihak berperkara terhadap informasi manual dari petugas  
 Keterbatasan sarana pemanggilan dan koordinasi di ruang sidang  
 Potensi keterlambatan karena tidak adanya monitoring ketersediaan Majelis 

Hakim, Panitera Pengganti, dan ruang sidang secara terintegrasi. 

Permasalahan tersebut berdampak pada efisiensi waktu persidangan, kualitas 
pelayanan publik, serta tingkat kepuasan pihak berperkara. Sebagai bagian dari upaya 
modernisasi peradilan dan peningkatan layanan publik yang transparan, efektif, dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses manajemen 
administrasi persidangan, sehingga diharapkan aplikasi PATUH dapat membantu 
pelaksaaan persidangan yang tepat waktu yang pada akhirnya mendorong 
penyelesaian perkara tepat waktu. Aplikasi PATUH yang dibangun pada tahun 2025 ini 
akan secara resmi digunakan oleh satuan kerja di lingkungan peradilan umum pada 
tahun 2026. 
 

b.  e-Eksaminasi  
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ekspektasi publik sudah mulai bergeser tidak 
hanya penyelesaian perkara (putusan) yang cepat, tetapi juga penyelesaian perkara 
(putusan) yang konsisten dan berkualitas. 
e-Eksaminasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum untuk meningkatkan kualitas putusan, dan sekaligus implementasi 
SEMA Nomor 1 Tahun 1967 untuk mengukur kinerja dan kualitas putusan Hakim. 
Melalui e-Eksaminasi, hakim tingkat pertama menyediakan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (BHT) untuk dilakukan eksaminasi oleh Hakim Tinggi 
Pengawas Daerah secara elektronik. 
Hasil penilaian dari e-eksaminasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis 
dapat dipergunakan sebagai salah satu nilai dari rapor hakim yang akan menjadi 
pertimbangan dalam SMART TPM. 
 

3. Aplikasi yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 
- EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran & Kritik) 

Sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum sebagai sarana modern untuk mengelola berbagai bentuk masukan dari 
masyarakat. Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan umum. 

Melalui EMPHATI, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik, terkait 
pelayanan peradilan dengan lebih mudah, cepat, dan terpantau secara elektronik. 
Setiap laporan yang masuk akan tercatat dalam sistem, diteruskan kepada unit yang 
berwenang, serta dipantau proses tindak lanjutnya secara berjenjang. Dengan 
demikian, EMPHATI memastikan bahwa setiap masukan/keluhan yang diberikan tidak 
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hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara secara cepat, terpusat dan 
terstruktur serta memberikan jaminan keamanan bagi pengaju keluhan. 

Sistem ini juga menyediakan fitur monitoring secara elektronik untuk memetakan area 
pelayanan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sehingga 
memungkinkan pimpinan memantau responsivitas unit kerja terhadap laporan / aduan 
masyarakat, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. 
Kehadiran EMPHATI merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum dalam membangun peradilan yang semakin terbuka, responsif, serta 
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan untuk 
mewujudkan pengadilan terpercaya untuk mendukung visi Peradilan Umum yang 
Agung. 

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum Tahun 2025 dapat memberikan informasi terkait kegiatan Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum serta bahan masukan dan feedback bagi pihak yang 
berkepentingan sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja.
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A. Latar 
Belakang 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan 
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
merupakan unit Eselon I pada Mahkamah Agung 
RI yang mempunyai tugas untuk membantu 
Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi 
di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan 
administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana di    
lingkungan    Peradilan    Umum. Dalam 
perkembangannya sejak tahun 2019 tugas terkait 
pranata dan tatalaksana dilimpahkan ke 
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
243/KMA/SK/XI/2019. 
 

Dengan demikian saat ini Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum hanya melaksanakan 
tugas dan fungsi terkait pembinaan tenaga 
teknis dan pembinaan administrasi peradilan 
di lingkungan peradilan umum. Dalam rangka 
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi 
dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum tersebut maka diimplementasikan 
suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP).  
SAKIP ini terdiri dari beberapa komponen 
yang merupakan satu kesatuan, yaitu: 
perencanaan strategis,  perencanaan kinerja, 
pengukuran dan pelaporan kinerja, serta 
evaluasi kinerja. Sebagai implementasi SAKIP 
inilah maka Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah   (LKJiP)   disusun    menjadi   
tindak  lanjut  dari  proses  pengukuran 
kinerja.   
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat 
sebagai implementasi Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.  
Laporan kinerja merupakan bentuk 
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang dipercayakan kepada setiap 
instansi pemerintah atas penggunaan 
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan 
dalam penyusunan laporan kinerja adalah 
pengukuran kinerja dan evaluasi serta 
pengungkapan secara memadai hasil analisis 
terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP 
disajikan capaian pelaksanaan program dan 
kegiatan pada Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum beserta analisisnya, dalam  
rangka mencapai tujuan   dan   sasaran  
tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah menjadi kewajiban 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
yang disusun secara rutin setiap tahun 
anggaran berjalan. Kinerja Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan 
kontribusi khususnya pada kinerja Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, 
penyusunan Laporan Kinerja Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan 
bahan masukan dalam penyusunan Laporan 
Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2025.  
Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum menyelaraskan 
dengan Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/Indikator Mahkamah Agung 
Republik Indonesia yaitu: 

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, 
transparan, akuntabel, responsif dan 
modern. 

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan 
Kepercayaan Publik; 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan 
yang Transparan dan Profesional. 
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Dalam upaya meningkatkan peran Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi. Penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 
2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 
atas mandat yang diberikan berupa sasaran 
kinerja dan sumber daya yang telah dikelola 
untuk mencapai sasaran kinerja tersebut. 
Laporan Kinerja disusun sebagai upaya 
perbaikan berkesinambungan bagi instansi 
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

B. Tugas, Fungsi dan 
Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan 
Sekretaris Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Mahkamah Agung RI, bahwa Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum 
berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Mahkamah Agung, dengan melaksanakan: 

TUGAS : 
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
dan standardisasi di bidang pembinaan 
tenaga teknis, pembinaan administrasi 
peradilan, pranata dan tatalaksana dari 
lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah 
Agung dan Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Umum.  

FUNGSI : 
1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang 

pembinaan tenaga teknis, pembinaan 
administrasi peradilan, pranata dan 
tatalaksana perkara dari lingkungan 
Peradilan Umum pada Mahkamah Agung 
dan Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan tenaga teknis, pembinaan 
administrasi peradilan, pranata dan 

tatalaksana perkara dari lingkungan 
Peradilan Umum pada Mahkamah Agung 
dan Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum;  

3. Perumusan standar, norma, kriteria dan 
prosedur di bidang pembinaan tenaga 
teknis, pembinaan administrasi peradilan, 
pranata dan tatalaksana perkara dari 
lingkungan Peradilan Umum Mahkamah 
Agung Republik Indonesia;  

4. Pemberian bimbingan teknis dan 
evaluasi;  

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat 
Jenderal. 

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2019 
tugas dan fungsi terkait pranata dan tata 
laksana perkara (menerima dan menelaah 
perkara kasasi dan peninjauan kembali) telah 
dialihkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung 
berdasarkan SK KMA Nomor 
243/KMA/SK/XI/2019. 
Bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, 
serta sebagai tindak lanjut kebijakan, 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
dibantu oleh 3 (tiga) Unit eselon II. Adapun 3 
(tiga) Unit Eselon II di Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum terdiri dari, dengan 
uraian tugas sebagai berikut: 

1. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan 
Umum 

1. Melaksanakan Koordinasi penyusunan 
rencana dan program kerja dan 
penyusunan anggaran, serta 
perbendaharaan dan pembuatan 
akuntansi dan laporan keuangan; 

2. Melaksanakan urusan kepegawaian; 
3. Melaksanakan penataan organisasi dan 

ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan 
pengembangan kinerja; 

4. Melaksanakan urusan dokumentasi dan 
manajemen sistem informasi; 

5. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah 
tangga dan perlengkapan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum. 
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Struktur Organisasi Ditjen Badilum 

2. Direktorat Pembinaan 
Tenaga Teknis Peradilan 
Umum 
 

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, 
standar, norma, kriteria dan prosedur, 
dan bimbingan teknis serta penyiapan 
pengusulan pengadaan, promosi dan 
mutasi Hakim; 

2. Melaksanakan perumusan kebijakan, 
standar, norma, kriteria dan prosedur, 
dan bimbingan teknis serta penyiapan 
pengusulan pengadaan, promosi dan 
mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera 
Pengganti dan jurusita; 

3. Melaksanakan perumusan kebijakan, 
standar, norma, kriteria dan prosedur, 
dan bimbingan teknis serta penyiapan 
pengusulan      pengembangan     dan 
pembinaan Hakim, Panitera, Panitera 
Muda, Panitera Pengganti dan jurusita; 

4. Melaksanakan pengelolaan data, arsip 
dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan 
di bidang pembinaan tenaga teknis 
peradilan umum; 

5. Melaksanaan urusan tata usaha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.  Direktorat Pembinaan 
Administrasi Peradilan 
Umum 

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, 
standar, norma, kriteria dan prosedur, 
dan bimbingan teknis serta pelaksanaan 
tata kerja dan tata kelola pengadilan; 

2. Melaksanakan perumusan kebijakan, 
standar, norma, kriteria dan prosedur, 
dan bimbingan teknis serta dan 
administrasi peradilan serta monitoring 
dan evaluasi; 

3. Melaksanakan penyusunan statistik 
perkara serta dokumentasi keadaan 
populasi dan geografis dalam satu 
wilayah hukum; 

4. Melaksanaan urusan tata usaha. 
Semua unit bekerja sama, dalam rangka 
kelancaran pelayanan administrasi guna 
memberikan layanan administrasi berupa 
urusan tata usaha, sumber daya manusia, 
penataan barang milik negara, rencana 
program dan anggaran, urusan keuangan, 
manajemen risiko dan sistem pengendalian 
intern, serta penyusunan laporan kinerja 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum. 
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C. Sumber Daya Manusia 
 
Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi bahwa 
segala potensi sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk meraih 
keberhasilan dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi. Ketersediaan sumber 
daya manusia sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi dalam penyelesaian suatu 
kegiatan ataupun tugas, jumlah sumber daya manusia sangat menentukan dalam 
perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian tugas, ketidaktepatan dalam penyediaan 
sumber daya manusia dapat mempengaruhi hal tersebut. 
Kompetensi/kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam 
mendukung capaian dan sasaran organisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang 
berkemampuan tinggi sangat diperlukan, di era serba digital ini  dibutuhkan SDM yang 
mumpuni dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau 
workshop/sosialisasi, yang diharapkan memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi 
pegawai. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
didukung oleh 10.218 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas) tenaga teknis yang terdiri dari 
4.693 orang Hakim dan 5.525 orang tenaga teknis kepaniteraan yang tersebar di 416 satuan 
kerja pengadilan serta pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 142 
(seratus empat puluh dua) pegawai, yang terdiri dari 108 (seratus delapan)orang Pegawai 
Negeri Sipil dan 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK), dengan rincian sebagai berikut: 
 

Jumlah Tenaga Teknis dan ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
berdasarkan tingkat Pendidikan 
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D. Isu Strategis 
 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit Eselon I yang membawahi 34 (tiga 
puluh empat) Pengadilan Tinggi dan 382 ( tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri 
di seluruh Indonesia, memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan 
tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum. 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan 

administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi 

peradilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis dan 
pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum menetapkan isu strategis sebagai berikut : 
1. Pelayanan Publik dan Akses terhadap Keadilan 

Sejalan dengan visi misi Presiden, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya 
sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bertanggung jawab memberikan 
layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat 
memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan. Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan 
menyediakan sarana dan prasarana serta berinovasi guna memastikan satuan kerja 
memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada publik. 
Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang 
berkualitas adalah dengan upaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja 
pengadilan dengan cara memantau dan mengukur konsistensi penerapan sistem 
manajemen layanan pengadilan melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan 
Tangguh (AMPUH). Tujuan program AMPUH adalah untuk meningkatkan kompetensi, 
integritas, tertib administrasi, manajemen pelayanan, mengevaluasi kualitas dan standar 
pelayanan disetiap pengadilan untuk pelayanan hukum yang lebih baik kepada 
masyarakat, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program AMPUH dilingkungan 
Peradilan Umum. Sistem ini juga menyediakan fitur monitoring secara elektronik untuk 
memetakan area pelayanan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sehingga 
memungkinkan pimpinan memantau responsivitas unit kerja terhadap laporan / aduan 
masyarakat, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. 
Kehadiran EMPHATI juga merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum dalam membangun peradilan yang semakin terbuka, responsif, serta 
berorientasi  pada  kebutuhan  dan   kepuasan   masyarakat   pencari   keadilan   untuk 
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mewujudkan Pengadilan terpercaya. Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
melakukan survei kepuasan masyarakat  terhadap pelayanan publik di pengadilan untuk 
mengukur persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yang dilakukan 
setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember.  

2. Responsif Gender 
Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan 
laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan - hambatan 
struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak diterbitkannya Instruksi   
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ikut serta 
dalam pembangunan nasional, telah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan 
gender, yakni dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui kegiatan 
Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis melalui Bimbingan Teknis Perempuan yang 
berhadapan dengan hukum sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas hakim dalam penanganan kasus Perempuan berhadapan dengan 
hukum. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan dialog 
yudisial pada tanggal 21 Februari 2025  dengan FCFCOA dan LDP didampingi oleh tim 
AIPJ2  tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara 
Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. 

3. Penguatan Integritas 
Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong penguatan integritas, Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta secara aktif dalam  pembangunan  zona  
integritas. Zona integritas merupakan  predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang 
pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi  
(WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBBM)   yang bermuara kepada 
usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan dari seluruh aparatur 
negara yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dalam proses birokrasi yang efektif 
dan efisien. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meraih predikat WBK pada Tahun 
2021, serta berproses menuju WBBM dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi, 
meningkatkan integritas dan komitmen semua aparatur negara untuk kualitas pelayanan 
yang lebih baik. Pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan peradilan 
umum yang memperoleh predikat WBK. Selain itu di tahun 2025 Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan, 
menghadirkan Smart TPM, yang merupakan sebuah terobosan dalam setiap memastikan 
pengambilan keputusan promosi dan mutasi yang berjalan secara transparan, objektif, 
dan efisien, dimana salah satu kriteria pertimbangan penempatan adalah catatan terkait 
integritas Hakim yang bersangkutan. 

4. Peningkatan Kualitas SDM 
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 
sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai program 
pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, penguatan kompetensi berbasis 
teknologi informasi, serta pengembangan soft skills yang mendukung budaya kerja 
berorientasi pelayanan terhadap tenaga  teknis di satuan kerja dilaksanakan secara 
berkelanjutan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain dengan pelaksanaan Fit and 
Propertest hakim yang akan menduduki sebuah jabatan pimpinan,  bimbingan teknis 
terhadap penyelesaian perkara dan juga pembinaan dari Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum terhadap tenaga teknis melalui kegiatan PERISAI BADILUM. 
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E. Sistematika Penyajian 
 
BAB I   
Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan penjelasan umum 
organisasi dengan penekanan kepada aspek 
strategis organisasi serta permasalahan utama 
(strategic issued) yang sedang dihadapi 
organisasi. 
 
BAB II  
Perencanaan Kinerja 
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar 
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.  
 
BAB III  
Akuntabilitas Kinerja 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub  bab  ini  disajikan  capaian kinerja 
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan 
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 
setiap pernyataan kinerja sasaran    
strategis     tersebut    dilakukan  analisis 
capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi 
kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja 
serta capaian kinerja tahun ini dengan 
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai 
dengan tahun ini dengan target jangka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menengah yang terdapat dalam dokumen 
perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini 
dengan standar nasional (jika ada) ; 

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis  atas  efisiensi  penggunan   sumber 
daya; 

7. Analisis program / kegiatan yang 
menunjang keberhasilan ataupun 
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

8. Realisasi Anggaran  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi 
anggaran yang digunakan dan yang telah 
digunakan untuk mewujudkan kinerja 
organisasi sesuai dengan dokumen 
Perjanjian Kinerja. 

  
BAB IV  
Penutup 
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas 
capaian kinerja organisasi serta langkah di 
masa mendatang yang akan dilakukan 
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
 
Lampiran 
1. Perjanjian Kinerja; 
2. Lain-lain yang dianggap penting 
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A. Pohon 
Kinerja 
 

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat 
atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang 
diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang 
secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang 
diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika 
yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai 
kinerja. Pohon Kinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci 
atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis dalam 
memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dan periodik atas capaian setiap indikator 
kinerja. Pohon kinerja juga berperan dalam mengontrol jalannya setiap program dan kegiatan 
agar selalu selaras dengan tujuan dari lembaga/instansi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum (Ditjen. Badilum) menyusun pohon kinerja sebagai berikut: 
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B. Rencana 
Strategis 

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ini merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-
2029 yang harus dipedomani oleh Kementerian/Lembaga, termasuk Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Rencana strategis tersebut kemudian disusun lebih rinci ke dalam rencana 
strategis satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. RPJMN 2025-2029 memuat 
tentang Visi, Misi, dan Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda 
Pembangunan Nasional. 
RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor hukum adalah memperkuat reformasi politik, 
hukum,birokrasi dan pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Mahkamah 
Agung merupakan lembaga tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan 
peninjauan kembali, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap  seluruh badan 
peradilan di bawahnya yaitu: peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, maka 
visi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya harus selaras dengan Visi Presiden 
Republik Indonesia berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang memuat tentang Visi, Misi, dan 
Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional 
dengan kerangka pikir seperti di bawah ini: 
 

Visi : “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” 
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Misi Presiden dan Wakil Presiden 
Untuk mendukung  pencapaian   visi    diatas, 
pemerintah  merumuskan  8  (delapan)   misi 
strategis yang dikenal dengan ”ASTA CITA”, 
yaitu: 
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi 

dan hak asasi manusia (HAM); 
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan 

negara dan mendorong kemandirian bangsa 
melalui swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi 
biru; 

3. Meningkatkan lapangan kerja yang 
berkualitas, mendorong kewirausahaan, 
mengembangkan industri kreatif dan 
melanjutkan pengembangan infrastruktur 

4. Memperkuat pembangunan sumber daya 
manusia     (  SDM ),        sains,   teknologi,  
 
 
 
 
 
 
 
 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 
kesetaraan gender, serta penguatan peran 
perempuan, pemuda dan penyandang 
disabilitas; 

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi 
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri; 

6. Membangun dari desa dan dari bawah 
untuk pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan; 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan 
birokrasi, serta memperkuat pencegahan 
dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, alam 
dan budaya, serta peningkatan toleransi 
atar umat beragama untuk mencapai 
masyarakat yang adil dan makmur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus 
memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI 
Tahun 2025-2029 serta fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik 
yang berkualitas guna pencapaian visi, misi, dan program Presiden. Perencanaan kinerja pada 
tahun ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja  yang ditargetkan pada kinerja tahun 2025 
sesuai dengan Renstra yang telah disahkan dan mengalami beberapa perubahan indikator 
kinerja yang mempunyai dampak pada pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
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Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Peradilan Umum harus berkomitmen untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta 
melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 secara 
profesional, transparan,  akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Sebagai langkah 
awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang penegakan hukum periode 
tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran sebagai berikut: 

Visi : 
“Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung” 

Misi : 
1. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi badan peradilan 

umum; 
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan umum; 

3. Meningkatkan transformasi digital manajemen pelayanan yang berkeadilan. 
 
Tujuan: 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan tujuan strategis yaitu “meningkatnya 
pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel dan transparan”. Hal tersebut 
merupakan bagian integral dari rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan 
tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan yang terukur guna memperkuat tata kelola 
lembaga peradilan umum, meningkatkan kredibilitas aparatur, serta memastikan pelayanan 
kepada masyarakat berlangsung secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip good governance. 
Sasaran: 
Sasaran dan Indikator kinerja merupakan komponen fundamental dalam sistem perencanaan dan 
pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sasaran berfungsi sebagai 
penjabaran profesional dari tujuan strategis yang hendak dicapai, sementara indikator kinerja 
berperan sebagai tolok ukur keberhasilan yang bersifat terukur, obyektif dan dapat dievaluasi 
secara berkelanjutan. Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, 
meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan mendorong terwujudnya proses administrasi 
yang transparan dan akuntabel.  
1. Sasaran Program “Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum 

yang pasti dan berkeadilan” mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum untuk memastikan bahwa setiap perkara di lingkungan peradilan umum diselesaikan 
secara tepat waktu, konsisten dan sesuai prinsip keadilan. 

2. Sasaran Program “ Terselenggaranya Layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan 
peradilan umum yang mudah dan terjangkau” berorientasi pada penyediaan akses keadilan 
yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang 
disabilitas, perempuan dan anak. 

3. Sasaran Program “Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan 
peradilan umum yang optimal” bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis yang 
menunjang penyelesaian perkara , baik dalam bentuk layanan bantuan hukum maupun 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Sasaran Program “ Terlaksananya dukungan dukungan manajemen di lingkungan peradilan 
umum yang prima dan optimal” menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan 
manajemen yang baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan. 
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C. Rencana 
Kinerja 

 

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 didasari pada dokumen terkait dengan perencanaan, 
termasuk didalamnya dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2025. 
Dokumen tersebut digunakan sebagai panduan kegiatan yang mengambarkan target, volume 
dan anggaran pada pelaksanaan kinerja di tahun berjalan. 

Table 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 

NO SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA TARGET 
SS01. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. 
SP01. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan 
berkeadilan 

1.  
Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada 
peradilan umum secara tepat waktu. 

96 
Persen 

2.  
Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya 
dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum secara tepat waktu 

96 
Persen 

3.  
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan 
peradilan umum 

96 
Persen 

4.  
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan 
umum 

96 
Persen 

5.  
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada 
pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum 

100 
Persen 

6.  
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

82 
Persen 

7.  
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK 
secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

65 
Persen 

8.  
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat 
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

68 
Persen 

9.  
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan 
umum 

85 
Persen 

10.  Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum 
45 
Persen 

11.  
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan 
peradilan umum 

4.2 
Persen 

12.  Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum 5 Persen 

13.  
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan 
umum 

97 
Persen 

14.  
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum 

99 
Persen 

15.  
Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan 
umum 

99 
Persen 

16.  
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan 
peradilan umum 

95 
Persen 

17.  
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan 
peradilan umum . 

99 
Persen 
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NO SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA TARGET 
SP02. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum 
yang mudah dan terjangkau 
1.  Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan peradilan umum 100 Persen 
2.  Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan peradilan umum 80 Persen 
3.  Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan 

peradilan umum 
14 Persen 

SS02. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; 
SP03. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang 
optimal 
1.  Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum 100 perrsen 
2.  Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan peradilan umum 3.2 Indeks 
SS03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 
SP04. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal 
1.  Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  79.7 Nilai 
2.  Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan peradilan umum 82 Nilai 
3.  Indeks Layanan SDM 3.4 Indeks 

 

Dalam Perjanjian Kinerja alokasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 
Rp 128.272.021.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua 
puluh satu ribu rupiah). Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 
tanggal 13 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 265/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 
tentang Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum mendapatkan Efisiensi Anggaran sebesar Rp 26.701.951.000,00 (dua puluh 
enam milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu 
anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi sebesar Rp 101.570.070.000,00 
(seratus satu milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah). Secara lebih rinci dilihat 
dari Rincian Output (RO) yang dilaksanakan sebagai berikut: 

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 berdasarkan rincian 
output : 

Kode Program/Kegiatan/KRO Volume Satuan Anggaran 
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 
1046 Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum Rp. 1.226.675.000 
1046.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara  240 Orang Rp. 1.226.675.000 
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 79.393.640.000 
1049.AEA Koordinasi   1.314 Kegiatan Rp. 4.207.161.000 
1049.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 778 Orang Rp. 1.275.710.000 
1049.BCA Perkara Hukum Perseorangan 133.189 Perkara Rp. 52.673.422.000 
1049.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 61.906 Orang Rp. 13.320.180.000 
1049.QCA Perkara Hukum Perseorangan 6.691 Perkara Rp. 7.917.167.000 
Program Dukungan Manajemen 

6243 
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum Rp. 42.356.216.000 

6243.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 Unit Rp. 350.000.000 
6243.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4 Layanan Rp. 38.453.518.000 
6243.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 83 Unit Rp. 1.578.628.000 
6243.EBC Layanan Manajemen SDM Internal  80 Orang Rp. 681.250.000 
6243.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 10 Dokumen Rp. 1.292.820.000 
6627 Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum Rp. 3.463.041.000 
6627.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 5 Layanan Rp. 746.336.000 
6627.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.000 Orang Rp. 2.699.705.000 
6627.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1 Dokumen Rp. 17.000.000 
6630 Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum Rp. 1.832.449.000 
6630.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Layanan Rp. 1.211.855.000 
Total Anggaran Tahun 2025 Rp. 128.272.021.000 
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D. Perjanjian 
Kinerja 

 
Untuk terlaksananya program/kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025, 
telah disepakati target kinerja program/kegiatan melalui Perjanjian Kinerja antara Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Mahkamah Agung RI. Penetapan Perjanjian 
Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja 
sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selama periode tahun 2025, 
terdapat perbaikan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 
dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. 
Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU, penetapan 
IKU baru, mempertahankan IKU lama yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2025, dan 
penghapusan IKU disesuaikan dengan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
Nomor 1655/DJU/SK/RA1.3/X/2025 yang terbit pada 31 Oktober 2025. Perjanjian Kinerja 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama, tabel 
semula - menjadi sebagai berikut: 

 
Table 2 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja periode Januari s.d  September Tahun 2025 

NO SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
SP01 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum 
1.  Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara 

Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel 
131.873 
Perkara 

118.774 
Perkara 

90,07% 

2.  Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan 
Umum 

1 Naskah 1 Naskah 100% 

Nilai capaian Sasaran Program 1 95,03% 
SP02 Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan 

Umum 
1.  Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan 

keadilan restoratif di Mahkamah Agung 
2% 4,71% 235,30% 

2.  Jumlah laporan perkara yang menggunakan 
pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

Nilai capaian Sasaran Program 2 167,65% 
SP03 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum. 
1.  Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di 

Lingkungan Peradilan Umum 
44.739  Orang 20.550 Orang 45,93% 

2.       Jumlah Perkara yang diselesaiakan melalui 
Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan 
Umum 

1.000 Perkara 765 Perkara 76,50% 

3.       Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di 
luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan 
Umum 

6.679 Perkara 3.728 Perkara 55,82% 

4.       Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan 
Peradilan Umum 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

Nilai capaian Sasaran Program 3 69,56% 
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NO SASARAN PROGRAM / INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

SP04 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum 

1 Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan 
Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan 
Umum 

240 Orang 247 Orang 102,92% 

Nilai capaian Sasaran Program 4 102,92% 
SP05 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan 

Peradilan Umum 
1.       Jumlah layanan dukungan internal Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum 
4 Layanan 3 Layanan 75,0% 

2.       Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana 
Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum 

83 Unit 81 Unit 97,59% 

3.       Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan 
Tenaga Teknis Peradilan Umum 

2.000 Orang 2.048 Orang 102,4% 

4.       Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan 
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 

130 130 100,0% 

Nilai capaian Sasaran Program 5 93,75% 
 

Table 3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 

NO SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA TARGET 

SS01 
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan 
modern. 

SP01 
Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum 
yang pasti dan berkeadilan 

1.  
Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding 
pada peradilan umum secara tepat waktul. 

96 Persen 

2.  
Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya 
dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu 

96 Persen 

3.  
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di 
lingkungan peradilan umum   

96 Persen 

4.  
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan 
peradilan umum 

96 Persen 

5.  
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 
kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum 

100 Persen 

6.  
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

82 Persen 

7.  
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK 
secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan 
umum 

65 Persen 

8.  
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK 
tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

68 Persen 

9.  
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan 
peradilan umum 

85 Persen 

10.  Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum 45 Persen 
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NO SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA TARGET 

11.  
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di 
lingkungan peradilan umum 

4.2 Persen 

12.  
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan 
umum  

5 Persen 

13. .  
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan 
peradilan umum 

97 Persen 

14.  
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum 

99 Persen 

15.  
Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum 

99 Persen 

16.  
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan 
peradilan umum 

95 Persen 

17.  
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di 
lingkungan peradilan umum . 99 Persen 

SP02 
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan 
Umum yang mudah dan terjangkau 

1.    
  

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan 
Umum 100 Persen 

2.  Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum 80 Persen 

3.  
Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan 
Peradilan Umum 

14 Persen 

SS02 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; 

SP03 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan 
Umum yang optimal 

1.  Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum 100 Persen 

2.  Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum 3.2 Indeks 

SS03 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

SP04 
Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima 
dan optimal 

1.  Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum  

79.7 Nilai 

2.  Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum 82 Nilai 
3.  Indeks Layanan SDM 3.4 Indeks 

 
 

Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 
tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah unit kerja eselon I yaitu Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam 
kurun waktu satu tahun dan sebagai arah untuk menentukan kebijakan kedepan dalam 
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diwujudkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.  
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A. Tindak Lanjut Atas 
AKIP Tahun 2024 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai instansi pemerintah setiap tahun wajib 
menyusun pelaporan kinerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan 
akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan selaku APIP Mahkamah Agung RI secara 
berkelanjutan melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di lingkungan 
Mahkamah Agung RI termasuk pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang 
berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Penilaian 
evaluasi implementasi SAKIP mencakup akumulasi atas 4 (empat) komponen yaitu: 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal. Nilai hasil implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
tahun 2024 adalah 81,10 (Predikat A) mengalami peningkatan sebesar 1,20 dibanding 
dengan nilai tahun sebelumnya 79,90 dengan rincian sebagai berikut: 

No. Komponen Bobot 2023 2024 
1. Perencanaan kinerja 30 24,60 23,70 
2. Pengukuran kinerja 30 24 24,60 
3. Pelaporan kinerja 15 11,85 12,30 
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25 19,25 20,50 

Nilai  79,90 81,10 
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Dari Hasil evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat Beberapa 
catatan dan rekomendasi APIP untuk segera ditindak lanjuti diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan 
matrik TLHE sesuai dengan Surat Sekma Nomor 1282/2023 dan kami kirimkan ke Badan 
Pengawasan berdasarkan Surat Dirjen. Badilum Nomor 1907/DJU.1/OT1.6/XII/2025 Tanggal 
18 Desember 2025. 

 

 

 

 

 

1

Agar dilakukan reviu IKU dan memastikan 
Target kinerja dapat di capai (Achivable)

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan 
Kinerja yaitu indikator : "Persentase Perkara 
Yang Menggunakan Pendekatan keadilan 
restoratif di Mahkamah Agung" dari target 
10% realisasi 6.42 tercapai 64.20%.

1. Ditjen Badilum telah melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala 
terhadap capaian kinerja.
2. Telah Mengirim Memorandum terkait capaian RJ untuk Tahun 2025
3. Ditjen badilum akan melakukan perbaikan pada dokumen LKJIP TA 2025

4 Bulan Feb 2026 Ditjen Badilum Sudah di tindaklanuti

A. Perencanaan Kinerja

1

Agar dilakukan monitoring dan evalausi secara 
berkala atas penggunaan aplikasi
dalam pengumpulan data kinerja untuk 
memastikan informasi yang disajikan valid
dan andal. 

Pengumpulan data kinerja telah 
memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) 
namun belum seluruhnya maksimal.

1. Ditjen Badilum telah melakukan Koordinasi dengan unit Admin SIPP untuk 
melakukan update data sesuai dengan Renstra TA 2025 - 2029 dan IKU 
terbaru.
2. Melakukan Koordinasi dengan TIM IT untuk penyesuaian aplikasi terhadap 
IKU Terbaru.
3. SK Pemberlakuan Aplikasi SiMantapKu

4 Bulan Feb 2026 TIM SIPP dan TIM IT 
aplikasi Simantapku

Sudah di tindaklanuti

B. Pengukuran Kinerja

1

Agar dibangun Upaya perubahan budaya 
kinerja organisasi yang menggunakan
data laporan kinerja yang telah disusun

Belum terdapat informasi yang memadai 
dalam laporan kinerja yang
mempengaruhi perubahan budaya kinerja 
organisasi. 

Ditjen badilum akan melakukan perbaikan pada dokumen LKJIP TA 2025 
dengan menambahan data pendukung budaya kerja berAKHLAK berupa 
1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi SAKIP,
2. Pemetaan ASN 
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
4. Kegiatan untuk petugas ptsp terkait disabilitas & service excellence, 
5. Dialog interaktif (Perisai), 
6. Kegiatan Kesegaran jasmani dan Rohani, 
7. Kegiatan Badilum Learning Center (BLC) 
8. Pelatihan Public Speaking, 
9. Penguatan Sistem Merit dan pengembangan Talenta
10. Character Building, 
11. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
12, Kegiatan Sapa Pengadilan

4 Bulan Feb 2026 Tim Penyusun LKJIP Sudah di tindaklanuti

C. Pelaporan Kinerja

1

Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi 
akuntabilitas penyusunannya
memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung No.
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 
2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil
Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi 
akuntabilitas telah dibuat, namun
penyusunannya belum sesuai Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung No.
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 
2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil
Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 
2022. 

Ditjen badilum akan melakukan penyesuaian terhadap matriks tindak lanjut 
hasil evaluasi tahun 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
No.1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 hingga proses tindak 
lanjut selesai

4 Bulan Feb 2026 Bagian Ortala Sudah di tindaklanuti

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Permasalahan Rencana Aksi Tindak Lanjut Target
Waktu 

Pelaksanaan
A. Perencanaan Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

C. Pelaporan Kinerja

Penanggung 
jawab

Status/Progress 
Penyelesaian 

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

(Sesuai dengan Format Surat SEKMA No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 Tanggal 17 Juli 2023)

No. Rekomendasi LHE Tahun 2024 Link Bukti Dukung
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B. Capaian Kinerja 
Organisasi 

 
1. Capaian Kinerja Tahun 2025 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 
program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, visi dan misi  organisasi yang 
tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk 
menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja 
bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau 
target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang 
atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas 
adalah evaluasi  terhadap  proses    pelaksanaan  kegiatan / kinerja  organisasi  untuk  dapat 
dipertanggungjawabkan serta sebagai  umpan  balik bagi  pimpinan  organisasi  untuk  dapat 
lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk 
tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas amanah yang diembannya, 
bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja. 
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung  No 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang 
Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum mengampu 4 sasaran program dan 25 indikator kinerja yang dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
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Table 4 Target dan Realisasi Kinerja Ditjen. Badilum Tahun 2025 

 
NO 

SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN PROGRAM 
(SP) / INDIKATOR KINERJA (IK) 

TARGET 
INDIKATOR  

REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
SS01 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. 
SP01 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan 

1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana 
korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan 
umum secara tepat waktul 

96,00 
Persen 

99,98 
Persen 

104,15 
Persen 

2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana 
korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt 
pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum 
secara tepat waktu 

96,00 
Persen 

98,47 
Persen 

102,57 
Persen 

3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan 
umum 

96,00 
Persen 

99,49 
Persen 

103,6 
persen 

4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
tingkat pertama di lingkungan peradilan umum 

96,00 
Persen 

90,18 
Persen 

93,94 
Persen 

5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 
oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan 
pengaju di lingkungan peradilan umum 

100,00 
Persen 

100,00 
Persen  

100,00 
Persen  

6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan 
tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak di lingkungan peradilan umum 

82,00 
Persen 

89,94 
Persen 

109,68 
Persen 

7 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi 
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat 
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di 
lingkungan peradilan umum 

65,00 
Persen 

72,68 
Persen 

111,81 
Persen 

8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana 
tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan 
peradilan umum 

68,00 
Persen 

74,73 
Persen 

109,89 
Persen 

9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 
direktori putusan di lingkungan peradilan umum 

85,00 
Persen 

93,98 
Persen 

110,56 
Persen 

10 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di 
lingkungan peradilan umum 

45,00 
Persen 

49,42 
Persen 

109.82 
Persen 

11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan 
pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan 
umum 

4,20 
Persen 

4,52 
Persen 

107,59 
Persen 

12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui 
mediasi di lingkungan peradilan umum  

5,00 
Persen 

5,06 
Persen 

101,27 
Persen 

13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan 
melalui diversi di lingkungan peradilan umum 

97,00 
Persen 

77,80 
Persen 

80,21 
Persen 

14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 

99,00 
Persen 

99,92 
Persen 

100,92 
Persen 

15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 

99,00 
Persen 

98,81 
Persen 

99,81 
Persen 

16 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara 
elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum 

95,00 
Persen 

88,61 
Persen 

93,27 
Persen 

17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan 
secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan 
umum . 

99,00 
Persen 

100,00 
Persen 

101,01 
Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 1 102,36  
Persen 
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NO 

SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN 
PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK) 

TARGET 
INDIKATOR  

REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
SP02 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan 

terjangkau 
1 Persentase permohonan pembebasan biaya 

perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum 
100,00 Persen 100,21 Persen 100,21 Persen 

2 Persentase perkara sidang di luar gedung di 
lingkungan Peradilan Umum 

80,00 Persen  80,33 Persen 100.41 Persen 

3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi 
mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan 
Umum 

14,00 Persen 15,45 Persen 110,35 Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 2 103,66 
Persen 

SS02 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 
SP03 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal 
1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan 

Peradilan Umum 
100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 

2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan 
pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum 

3.20 Indeks 3.94 Indeks 123,13 Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 3 111,56 
Persen 

SS03 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 
SP04 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal 
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
79,70  Nilai 81,10 Nilai 101,76 Persen 

2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan 
Umum 

85 Nilai 96,48 Nilai 113,51 Persen 

3 Indeks Layanan SDM 3,4 Indeks 3,68 Indeks 108,24 Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 4 107,83 
Persen 

Total Nilai capaian Sasaran program 106,35 
Persen 

Sumber : Data Pengukuran  Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
https://tinyurl.com/Lkjip2025Badilum  

 

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Berdasarkan Indikator Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum, capaian-capaian kinerja pada Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja 
(IK) dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sasaran Program 1 
Terselenggaranya Penyelesaian perkara 
di lingkungan peradilan umum yang 
pasti dan berkeadilan 

 
Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 
Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Table 5 Target dan Realisasi Sasaran Program 1 (SP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 
2025 

  
NO 

SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN 
PROGRAM (SP) / INDIATOR KINERJA (IK) 

TARGET 
INDIKATOR  

REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
SS01 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. 
SP01 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan 

1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana 
korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan 
umum secara tepat waktul 

96,00 
Persen 

99,98 
Persen 

104,15 
Persen 

2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana 
korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt 
pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum 
secara tepat waktu 

96,00 
Persen 

98,47 
Persen 

102,57 
Persen 

3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan 
umum 

96,00 
Persen 

99,49 
Persen 

103,6 
persen 

4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
tingkat pertama di lingkungan peradilan umum 

96,00 
Persen 

90,18 
Persen 

93,94 
Persen 

5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 
oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan 
pengaju di lingkungan peradilan umum 

100,00 
Persen 

100,00 
Persen  

100,00 
Persen  

6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan 
tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak di lingkungan peradilan umum 

82,00 
Persen 

89,94 
Persen 

109,68 
Persen 

7 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi 
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat 
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di 
lingkungan peradilan umum 

65,00 
Persen 

72,68 
Persen 

111,81 
Persen 

8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana 
tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan 
peradilan umum 

68,00 
Persen 

74,73 
Persen 

109,89 
Persen 

9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 
direktori putusan di lingkungan peradilan umum 

85,00 
Persen 

93,98 
Persen 

110,56 
Persen 

10 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di 
lingkungan peradilan umum 

45,00 
Persen 

49,42 
Persen 

109.82 
Persen 

11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan 
pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan 
umum 

4,20 
Persen 

4,52 
Persen 

107,59 
Persen 

12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui 
mediasi di lingkungan peradilan umum  

5,00 
Persen 

5,06 
Persen 

101,27 
Persen 

13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan 
melalui diversi di lingkungan peradilan umum 

97,00 
Persen 

77,80 
Persen 

80,21 
Persen 

14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 

99,00 
Persen 

99,92 
Persen 

100,92 
Persen 

15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 

99,00 
Persen 

98,81 
Persen 

99,81 
Persen 

16 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara 
elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum 

95,00 
Persen 

88,61 
Persen 

93,27 
Persen 

17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan 
secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan 
umum . 

99,00 
Persen 

100,00 
Persen 

101,01 
Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 1 102,36  
Persen 
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4.776 
8.826 

14.539 

20.581 

4.778 
8.828 

14.543 

20.585 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan 
tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu

Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 

1. Indikator Kinerja 1: 
Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana 
korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan 
umum secara tepat waktu 

 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 
𝑃𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 
𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 
𝑃𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖

 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝑥100% 

 

96,00 Persen 

 

20.581

20.585
𝑥 100% 

 

= 99,98% 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

99,98

96,00
𝑥 100% 

= 104,15% 

 
Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi 
pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu sebagaimana diatur 
dalam surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di 
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 
Penyelesaian perkara pada tingkat banding yaitu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas 
perkara hingga minutasi . indikator ini juga mengukur penyelesaian perkara pidana khusus 
sesuai dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
dimana didalamnya mengatur waktu penyelesaian perkara pidana khusus maksimal 60 hari 
kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Berdasarkan 
capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi 
pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu telah mencapai 
104.15% yang berarti bahwa kinerja sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum TA 2025 33 

 

   

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025  
penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan 

umum secara tepat waktu 
 

Indikator 
Tahun 

2023 2024 2025 
Target - - 96,00% 

Realisasi - - 99,98% 
Capaian - - 104,15% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi atau 
perdata, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah 
sedangkan di pada tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan 
pengukuran serta realisasinya. 
 

2. Indikator Kinerja 2: 
Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, 
dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan 
tingkat pertama pada peradilan umum secara tepat waktu 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎(𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑙𝑎𝑙𝑢𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠) 
𝑃𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐻𝐼 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎

  𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 150𝑗𝑡 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎(𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑙𝑎𝑙𝑢𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠),
𝑃𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐻𝐼 𝑦

𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎  𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 150𝑗𝑡
 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝑥100% 

 

 

 

96,0 

Persen 

 

140.226

142.403
𝑥100% 

 

= 98,47% 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

98,47

96,00
𝑥 100% 

 

= 102,57% 

 
Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI 
yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum secara 
tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 
tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 
(empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama yaitu 5 (lima) bulan 
sejak diterimanya berkas perkara hingga minutasi. Indikator ini juga mengukur penyelesaian 
perkara pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalamnya mengatur waktu penyelesaian perkara 
pidana khusus maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara 
dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengukuran waktu penyelesaian 
perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta mengacu pada Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu paling lama 50 
(lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.  
Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana 
korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta pada pengadilan tingkat pertama di 
lingkungan pada peradilan umum secara tepat waktu telah mencapai 102.57% yang berarti 
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bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
 

 
 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025 
penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 

150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 96,00% 
Realisasi - - 98,47% 
Capaian - - 102,57% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi dan PHI, dimana, 
pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah sedangkan pada 
tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta 
realisasinya 
 

3. Indikator Kinerja 3: 
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan 
umum 
 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 
𝑥100% 

 

96,0 

Persen 

 

9.048

9.094
𝑥100% 

 

= 99.49 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

99,49

96,00
𝑥 100% 

= 103,64% 

 

33.604 
63.658 

101.119 
140.226 

34.064 
64.582 

102.653 
142.403 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt 
pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu

Jumlah perkara pidana(kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang
diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara pidana(kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang
diselesaikan
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Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat 
banding di lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat 
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat banding 3 (tiga) 
bulan sejak diterimanya berkas perkara hingga minutasi.  
 

Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum telah mencapai 103.64% yang berarti 
bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
 

 
 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025 
penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan 

peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 96,00% 
Realisasi - - 99,49% 
Capaian - - 103,64% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara perdata, dimana pada periode tahun 
2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah sedangkan pada tahun 2025 
menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya 
 
 
 
 
 
 

2.209 
4.158 

6.767 

9.048 

2.219 
4.182 

6.803 

9.094 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan 
peradilan umum

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu  jumlah perkara perdata yang diselesaikan
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4. Indikator Kinerja 4: 
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
tingkat pertama di lingkungan peradilan umum 
 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎

  (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑃𝐻𝐼 𝑦

𝑎𝑛𝑔  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 150𝑗𝑡

 𝑘𝑒𝑎𝑡𝑎𝑠) 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘  

𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑃𝐻𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑔𝑢𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 150𝑗𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑡𝑎𝑠)  

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝑥100% 

 

 

 

96,0 

Persen 

 

 

122.677

136.032
𝑥100% 

 

= 90,18 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

90,18

96,00
𝑥 100% 

= 93,94% 

 

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat 
pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 
dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. 
Penyelesaian perkara pada tingkat pertama yaitu 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas 
perkara hingga minutasi dikurangi pelaksanaan mediasi. Indikator ini juga mengukur perkara 
yang diselesaikan sesuai jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu yaitu paling lama 50 (lima 
puluh) hari kerja sejak sidang pertama. 
Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu 
tingkat pertama di lingkungan peradilan umum telah mencapai 93.94% yang berarti bahwa 
kinerjanya belum efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara antara lain: 

1) Adanya Rogatori/delegasi diluar negeri dikarenakan perbedaan sistem hukum antar negara, 
baik dari segi hukum acara, kewenangan lembaga penegak hukum, maupun standar 
pembuktian yang diterapkan. Perbedaan ini menyebabkan permintaan bantuan hukum tidak 
selalu dapat langsung dilaksanakan karena harus disesuaikan terlebih dahulu dengan 
ketentuan hukum negara yang diminta; 

2) Panggilan surat tercatat oleh PT. POS yang dalam implementasinya masih ditemukan tidak 
sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023; 

3) Terjadi kendala pada aplikasi e-court yang berpengaruh terhadap kecepatan penanganan 
perkara; 

4) Upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara perdata, dalam pelaksanaanya sering 
memperpanjang waktu penyelesaian perkara apabila tidak dijalankan secara efektif atau para 
pihak tidak beritikad baik. 
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5) Masalah pemanggilan para pihak (relaas panggilan) karena ketidaktepatan alamat, pihak 
yang berpindah tempat tinggal, atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya menyebabkan 
proses pemanggilan tidak efektif dan memakan waktu lama, bahkan harus dilakukan 
melalui mekanisme pemanggilan umum. 

 
Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 
1) Melakukan koordinasi dengan PT. POS, dan membuat buku saku sebagai pedoman 

pelaksanaan panggilan melaluis urat tercatat serta melakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala mengenai pelaksanaan panggilan surat tercatat; 

2) Melakukan penguatan SDM terkait manajemen perkara melalui kegiatan pembinaan dan 
pemantauan kinerja secara berkala; 

3) Melakukan koordinasi bersama tim pengembangan SIP pada Biro Hukum & Humas MA RI 
untuk penyelasain permasalahan SIP, misalnya agar perbaikan dapat diselesaikan dalam 
waktu 1x24 jam; 

4) Melakukan verifikasi awal alamat para pihak secara lebih cermat dan mengingatkan 
kepada para pihak / mengirimkan notifikasi kepada para pihak H - 3 dan H - 1 sebelum 
tanggal sidang serta optimalisasi aplikasi e-court; 

 

 
 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025 
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan 

peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 96,00% 
Realisasi - - 90,18% 
Capaian - - 93,94% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara perdata, dimana pada periode 
tahun 2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah sedangkan pada tahun 2025 

27.604 
54.023 

88.619 
122.677 

30.927 
60.843 

98.928 
136.032 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum

Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan
tepat waktu

jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan
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menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta 
realisasinya 

 
5. Indikator Kinerja 5:  

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 
oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan 
pengaju di lingkungan peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚𝑘𝑎𝑛  
𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢  𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
𝑥100% 

 

 

 

100,00 

Persen 

 

 

29.672

29.672
𝑥100% 

 

= 100,00 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

100,00

100,00
𝑥 100% 

= 100,00% 

 
Indikator ini untuk mengukur waktu pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum 
dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian 
Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 
tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang 
Standar Pelayanan Peradilan, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi Dan 
Pemberkasan Perkara. 
Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim adalah jumlah salinan putusan yang sudah 
putus dan diminutasi pada tahun berjalan. Berdasarkan capaian dan perhitungan 
persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 
kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum telah mencapai 100,00% yang 
berarti bahwa kinerjanya efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025 
salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju 

di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 100,00% 
Realisasi - - 100,00% 
Capaian - - 100,00% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena adanya 
perbedaan indikator pada pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 
kepada pengadilan pengaju, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum 
diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi 
 

6. Indikator Kinerja 6 : 
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan 
tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak di lingkungan peradilan umum 
 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛  
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎  𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 
 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
𝑥100% 

 

82 

Persen 

213.268

237.121
𝑥100%

 

= 89.94 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

89,94

82,00
𝑥 100% 

= 109,68% 

 

Indikator ini untuk mengukur waktu penyediaan Salinan putusan perdata dan pengiriman 
salinan putusan pidana secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat tingkat pertama kepada 
para pihak di lingkungan peradilan umum.  

6.995 
13.007 

21.341 
29.672 

6.995 
13.007 

21.341 
29.672 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada 
pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus
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Penyampaian petikan dan penyediaan/pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat 
waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian 
Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara 
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk 
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan 
Peradilan, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan 
Pemberkasan Perkara. 
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 
/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, 
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk 
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa 
Pengunggahan putusan/penetapan ke dalam SIP dan penandanganan salinan putusan oleh 
Panitera dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan. 
Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan 
tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 
telah mencapai 109.68% yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan 
ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini 
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan 
indikator baru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

52.090 
98.224 

155.662 
213.268 

58.353 
110.672 

174.606 
237.121 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan 

umum

Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025 
penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat  

pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 82,00% 
Realisasi - - 89,94% 
Capaian - - 109,68% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyediaan/pengiriman salinan putusan, dimana pada 
periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau 
realisasi 
 

7.     Indikator Kinerja 7 : 
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi 
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat 
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di 
lingkungan peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎ℎ𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑎𝑚𝑎𝑟
 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖, 𝑃𝐾

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 
𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑎𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔,
𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢  

𝑥100% 

 

65 

Persen 

 

34.523

47.502
𝑥100% 

 

= 72.68 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

72,68

65,00
𝑥 100% 

= 111,81% 

 
Indikator ini untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat 
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 
Pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para 
pihak secara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan 
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara 
Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara 
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah 
Agung Secara Elektronik, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan 
Pemberkasan Perkara. 
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Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 
/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, 
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang 
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik, bahwa pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan/penetapan 
kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 hari kalender setelah menerima salinan 
putusan/penetapan dari Pengadilan Tingkat Banding. Sementara berdasarkan Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang 
Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan 
kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, bahwa Pengadilan Pengaju menyampaikan 
pemberitahuan salinan putusan/ salinan penetapan kepada para pihak melalui SIP atau 
melalui Surat Tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar se bagai pengguna SIP/ tidak 
memiliki domisili elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima salinan 
putusan / salinan penetapan dari Mahkamah Agung. 
Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi 
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada 
para pihak di lingkungan peradilan umum telah mencapai 111,81%. Indikator ini tidak 
dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan 
indikator baru. 

 
 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara 

tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak  
di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 65,00% 
Realisasi - - 72,68% 
Capaian - - 111,81% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan, dimana 

7.001 14.773 
24.825 

34.523 

10.471 
21.704 

34.963 
47.502 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara 
tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan 

peradilan umum

jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para
pihak secara tepat waktu

jumlah petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju
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pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat 
target atau realisasi. 
 
 

8. Indikator Kinerja 8 : 
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana 
tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan 
peradilan umum 
 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢 

𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔,

𝐾𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎  𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢 

𝑥100%

 

68 

Persen 

 

25.673

34.355
𝑥100% 

 

= 74.73 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100%

74,73

68,00
𝑥 100% 

= 109,89% 

 
Indikator ini untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, 
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 
Pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak secara tepat 
waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian 
Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 
tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang 
Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, serta 
surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal 
Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 
/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, 
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang 
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik, bahwa pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan/penetapan 
kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 hari kalender setelah menerima salinan 
putusan/penetapan dari Pengadilan Tingkat Banding. Sementara berdasarkan Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang 
Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan 
kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, bahwa Pengadilan Pengaju menyampaikan 
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pemberitahuan salinan putusan/ salinan penetapan kepada para pihak melalui SIP atau 
melalui Surat Tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar se bagai pengguna SIP/ tidak 
memiliki domisili elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menenma salinan 
putusan / Salinan penetapan dari Mahkamah Agung. 

 

Pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum menetapkan target 68% 
untuk indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat 
banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di 
lingkungan peradilan umum dengan realisasi jumlah salinan putusan perkara pidana tingkat 
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 
sebanyak 25.673 perkara dari 34.355 perkara. 

Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase Persentase pengiriman salinan putusan 
perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 
kepada para pihak di lingkungan peradilan umum mencapai 74.73%, dengan capaian 
109.89% yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu 
penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut 
mengacu pada SK KMA Nomor 363/2022 untuk perkara perdata (Hal 64) dan SK KMA 
365/2022 untuk perkara pidana (Hal 41) dan SK KMA Nomor 207/2023 (Hal 18). Indikator 
ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini 
merupakan indikator baru. 
 

 
 

Tabel  Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat 
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 68,00% 
Realisasi - - 74,73% 
Capaian - - 109,89% 

 

4.729 10.396 
18.101 

25.673 

6.737 
14.512 

24.640 
34.355 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu 
oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju secara tepat waktu

jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju
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Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pengiriman salinan putusan, dimana pada periode tahun 
2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi. 
 

9. Indikator Kinerja 9 :  
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 
direktori putusan di lingkungan peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑠𝑖  
𝑥100% 

 
85 

Persen 

262.884

279.725
𝑥100% 

 
= 93,98 % 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

93,98

85,00
𝑥 100% 

= 110,56% 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 menargetkan 85% putusan 
pengadilan di lingkungan peradilan umum diunggah ke direktori putusan. Target ini 
merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana 
Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029. Perkara 
yang diunggah pada direktori putusan adalah perkara yang telah selesai Perkara yang 
diunggah pada direktori putusan adalah perkara yang telah selesai diputus. 
Pengunggahan putusan adalah upaya untuk menjaga kredibilitas, transparansi, dan 
akuntabilitas badan peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta sejalan 
dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 
Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dikelola oleh Kepaniteraan MA 
untuk mempublikasikan putusan dari seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan 
umum, agar dapat diakses oleh masyarakat luas. 
Tahun 2025 terdapat 262.884 putusan perkara yang dipublikasikan pada Direktori Putusan, 
dengan putusan perkara yang telah diminutasi di tahun 2025 sebanyak 279.725. 
Realisasi capaian dan perhitungan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 
direktori putusan di lingkungan peradilan umum mencapai 93,98% dengan capaian kinerja 
sebesar 110.56% yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan 
waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak 
dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan 
indikator baru. 
 

 

61.176 
117.076 

188.882 
262.884 

65.413 
125.231 

201.311 
279.725 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan 
peradilan umum

Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan jumlah putusan yang telah diminutasi
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Tabel  Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan 

umum 

Indikator Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 85,00% 
Realisasi - - 93,98% 
Capaian - - 110,56% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, 
dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak 
terdapat target atau realisasi 
 
 

10. Indikator Kinerja 10 :  
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di 
lingkungan peradilan umum 

 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 
 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠𝑖 
𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎,
 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠𝑖 

𝑥100% 

 
 

 
45 

Persen 
 

 

 
 

 
3.099

6.271
𝑥100% 

 
= 49.42 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
49,42

45,00
𝑥 100% 

 
= 109,82% 
 

 

Indikator ini untuk mengukur persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan 
perdata di lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan HIR ( Herziene 
Inland Reglemen) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Keputusan Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman 
Eksekusi pada Pengadilan Negeri, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 
846/DJU/HM.02.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Perihal Pelaksanaan Eksekusi pada 
Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP, Surat Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1022/DJU/HM.02.3/7/2023 tanggal 27 Juli 2023, 
Perihal Penginputan Data Eksekusi yang Tidak Dapat Dilaksanakan ke Dalam Aplikasi SIPP, 
dan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan 
Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum. 
Pada tanggal 15 Desember 2025 Ditjen. Badilum melakukan trilateral meeting untuk 
membahas revisi target eksekusi dari semula 35 % menjadi 45% dan telah disetujui oleh 3 
pihak (bappenas-KemenkeuDJA-MA), hal tersebut berdasarkan hasil monitoring dan 
Evaluasi yang dilakukan Ditjen. Badilum secara berkala terhadap data capaian kinerja. 
Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di 
lingkungan peradilan umum mencapai 109.82% yang berarti bahwa kinerjanya sangat 
efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah 
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ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan 
indikator ini merupakan indikator baru. 
 

 
 

Tabel  Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 45,00% 
Realisasi - - 49,42% 
Capaian - - 109,82% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pelaksanaan eksekusi, dimana pada periode tahun 2023-
2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi. 

 

11. Indikator Kinerja 11 :  
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan 
pendekatan keadilan restoratif di lingkungan 
peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓 

𝑥100% 

 
 

4,2 
Persen 

 
 

 
 

2.788

61.697
𝑥100% 

 
= 4,52 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
4,52

4,20
𝑥 100% 

 
= 107,59% 

 

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi 
terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan 
keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitas di 
dalam proses pemidanaan. 

633 1.297 2.225 
3.099 

3.964 4.668 
5.524 6.271 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

permohonan eksekusi di lingkungan peradilan 
umum

Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan jumlah putusan yang telah diminutasi
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Indikator ini untuk mengukur persentase perkara yang berhasil diselesaian dengan 
pendekatan keadilan restorative berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative. 
Pada Tahun 2025 perkara pidana pada pengadilan negeri yang diselesaikan menggunakan 
pendekatan keadilan restoratif sebanyak 2.788 perkara Berdasarkan capaian dan 
perhitungan Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan 
restoratif di lingkungan peradilan umum mencapai 4.52% yang berarti bahwa kinerjanya 
tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai, dengan capaian 107.59% 
 

 
 

422 790 1.525 2.788 10.571 
20.644 

32.405 

61.697 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di 
lingkungan peradilan umum

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif

25
10 4,2

59

6,42 4,52

236

64,2

107,59

2023 2024 2025

Perbandingan nilai capian 2023 - 2025 atas perkara yang berhasil diputus 
dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum

Target Capaian Realisasi
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Perbedaan realisasi tahun 2024 dan 2025 disebabkan adanya perbedaan sistem 
pelaporan, dimana untuk tahun 2025 terdapat pengembangan aplikasi SIPP yaitu 
penambahan fitur checklist perkara yang memenuhi kriteria Restoratif Justice (RJ) serta 
adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi dan pengukuran kinerja pada triwulan III 
dimana target 9% yang ditetapkan kemungkinan tidak dapat tercapai karena realisasi 
sampai Triwulan III hanya 4,2 %,  sehingga Ditjen. Badilum mengusulkan perubahan 
target yang semula 9% menjadi 4,2% (matrik monitoring dan evaluasi terlampir). 
 

12. Indikator Kinerja 12 :  
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 
melalui mediasi di lingkungan peradilan umum 

 
 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙  
𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏  𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖 
𝑥100% 

 
 
 
5 

Persen 
 
 

 
 
 

2.543

50.220
𝑥100% 

 
= 5,06 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
5,06

5,0
𝑥 100% 

 
= 101,27% 
 

 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat 
meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, 
yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Untuk 
memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu 
meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 Ketua Mahkamah Agung 
mengeluarkan Keputusan Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di 
Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 
tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara 
Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan 
terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun. 
Pada Tahun 2025 perkara pidana pada pengadilan negeri yang diselesaikan melalui mediasi 
sebanyak 2.543 perkara dan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 50.220 
perkara, sehingga realisasi perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan 
umum mencapai 5.06%, dengan capaian Kinerja  101.27%, yang berarti bahwa 
kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator 
baru.

 

591 1.238 2.034 2.543 11.700 23.473 
37.023 

50.220 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan 
umum

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025  
atas perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan 

umum 
 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 5,00% 
Realisasi - - 5,06% 
Capaian - - 101,27% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada keberhasilan pelaksanaan mediasi, dimana pada periode 
tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi. 

 
 
13. Indikator Kinerja 13:  

Persentase perkara anak yang berhasil 
diselesaikan melalui diversi di lingkungan 
peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ

𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 

𝑥100% 

 
 

 
97 

Persen 
 

 

 
 

 
645

829
𝑥100% 

 
= 77,80 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
77,80

97,00
𝑥 100% 

 
= 80,21% 
 

 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 
di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang 
nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi 
dalam sistem peradilan pidana anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah 
berumur 18 tahun atau lebih berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum 
berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. 
Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan 
subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Diversi bertujuan untuk:  
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
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94 
335 

476 
645 

130 

454 
635 

829 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan 
peradilan umum

Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi

jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi

 

Oleh karena itu proses diversi dalam perkara pidana anak sangatlah penting. Pada Tahun 
2025 perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum 
sebanyak 645 perkara dari 829 perkara diversi, sehingga berdasarkan capaian dan 
perhitungan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi lingkungan 
peradilan umum mencapai 77.80%, dengan capaian kinerja 80.21% yang berarti bahwa 
kinerjanya tersebut belum efektif  dan  tidak  memenuhi target yang telah ditetapkan. 
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini 
merupakan indikator baru. 
Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapai dalam penyelesaian perkara melalui 
diversi  antara lain: 
1) kemampuan hakim dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pelaku dan 

korban / menolak damai berbeda-beda; 
2) Diversi terletak pada itikad para pihak luar, sehingga tercapainya kesepakatan antara 

pelaku anak dan korban tidak dapat dipaksakan; 
3) budaya dan paradigma masyarakat yang menjadikan korban tindak pidana selalu 

menuntut pembalasan dan menolak perdamaian. 
 

Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 
1) Mengusulkan pelaksanaan Bimbingan teknis pelaksanaan diversi secara berkelanjutan 

untuk Hakim di satuan kerja pengadilan; 
2) Melakukan sosialisasi KUHP baru yang mengutamakan Restorative Justice kepada 

masyarakat; 
3) Melakukan kolaborasi antar instansi pemerintah terkait. 
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Tabel  Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 97,00% 
Realisasi - - 77,80% 
Capaian - - 80,21% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada keberhasilan penyelesaian perkara melalui diversi, 
dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak 
terdapat target dan realisasi. 

 
14. Indikator Kinerja 14:  

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan 
umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 
𝑑𝑖𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 

𝑒 − 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 
𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 

(𝑒 − 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

𝑥100% 

 
 

99 
Persen 

 
 

 
139.519

139.637
𝑥100% 

 
= 99,92 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100%

 
99,92

99,00
𝑥 100% 

 
= 100,92% 

  

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, 
mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, 
pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan 
secara elektronik. 
 e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 
 e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 
 e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 
 e-Litigation (Persidangan secara online 

 
Pada Tahun 2025 perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di 
lingkungan peradilan umum sebanyak 139.519 perkara dari 139,637 perkara yang 
didaftarkan secara keseluruhan, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase 
perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 
mencapai 99.92% dari target 99%, dengan capaian kinerja 100.92% yang berarti 
bahwa kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator 
baru. 
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31.658 64.604 
103.660 

139.519 

31.676 64.685 
103.764 

139.637 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum

Jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e-court

perkara perdata yang didaftarkan(e-court dan manual)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  

perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan 
umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 99,00% 
Realisasi - - 99,92% 
Capaian - - 100,92% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pendaftaran perkara perdata perdata melalui e-Court, 
dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak 
terdapat target dan realisasi. 

 
15. Indikator Kinerja 15:  

Persentase perkara perdata tingkat banding yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum 

 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 
𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑒 − 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡   
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 

𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 
𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛(𝑒 − 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

𝑥100% 

 
 

99 
Persen 

 
 

 
 
9.037

9.146
𝑥100% 

 
= 98,81 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
98,81

99,00
𝑥 100% 

 
= 99,81% 
 

 

Pada Tahun 2025 perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di 
lingkungan peradilan umum sebanyak 9.037 perkara dan jumlah perkara perdata yang 
mengajukan upaya hukum secara keseluruhan sebanyak 9.146 perkara, sehingga 
berdasarkan capaian dan perhitungan persentase perkara perdata tingkat banding yang 
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum mencapai 98.81%, dengan capaian 
kinerja 99.81% yang berarti bahwa kinerjanya tersebut belum efektif dan tidak memenuhi 
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2.057 
4.165 

6.671 
9.037 

2.101 
4.232 

6.764 
9.146 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum

Jumlah perkara Perdata  yang mengajukan upaya hukum banding  dengan menggunakan e-Court

jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding  secara keseluruhan(e-Court dan
manual)

target yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 

 

Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapai dalam penyelesaian perkara antara 
lain: 
1) Kadangkala Terjadi permasalahan pada sistem ecourt pada saat pengajuan upaya 

hukum; 
2) Adanya kendala pada jaringan internet/server; 
3) Jumlah dan kompetensi petugas e-court belum memadai. 

 
Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 
1) Upgrade sarana dan prasarana teknologi informasi; 
2) Menyiapkan backup jaringan; 
3) Penambahan jumlah dan Pelatihan bagi pegawai, sehingga memiliki kompetensi 

sebagai petugas e-court. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan 

umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 99,00% 
Realisasi - - 98,81% 
Capaian - - 99,81% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada upaya hukum banding dengan menggunakan e-Court, 
dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak 
terdapat target dan realisasi. 
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16. Indikator Kinerja 16:  
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara 
elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum 

 

Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑘  𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 

𝑒 − 𝐵𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑢  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛  
(𝑒 − 𝐵𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑢 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

𝑥100% 

 
 

95 
Persen 

 
 

 
126.481

142.737
𝑥100% 

 
= 88,61 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
88,51

95,00
𝑥 100% 

 
= 93,27% 
 

 

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah 
Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan 
dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan 
modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan 
percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi 
pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas 
Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) merupakan aplikasi yang 
disediakan untuk layanan administrasi perkara pidana, termasuk pelimpahan perkara 
pidana. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana 
dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi 
layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat 
pencari keadilan.  

 

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik 
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan 
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan 
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan 
5. Penangguhan Penahanan 
6. Permohonan Pembantaran Penahanan 
7. Permohonan Penetapan Diversi 
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti 
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke 

Pengadilan 
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik 
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan 
12. Permohonan Pengalihan Penahanan 
13. Permohonan Penangguhan Penahanan 

 
Pada Tahun 2025 perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di 
lingkungan peradilan umum sebanyak 126.481 perkara dan jumlah perkara pidana yang 
dilimpahkan secara keseluruhan sebanyak 142.737 perkara, sehingga berdasarkan capaian 
dan perhitungan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-
Berpadu) di lingkungan peradilan umum mencapai 88.61%, dengan capaian kinerja 
93.27% yang berarti bahwa kinerjanya tersebut belum efektif dan tidak memenuhi target 
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yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
 
Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi antara lain: 
1) Infrastruktur TI pada instansi penegak hukum lainnya belum memadai sehingga pada 

waktu tertentu tidak dapat mengirimkan dokumen secara elektronik; 
2) Terjadi kendala pada aplikasi e-berpadu pada saat akan dilakukan pelimpahan yang 

mengakibatkan batas waktu pelimpahan hampir habis; 
3) Tidak semua aparatur peradilan dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman 

digital yang sama, sehingga penggunaan E-Berpadu kadang tidak; 
4) Koordinasi antar Instansi Penegak Hukum kurang berjalan dengan baik. 

 
Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 

 

1) Agar Instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam e-berpadu dapat menyediakan 
sarana dan prasarana TI yang memadai; 

2) Perlunya dibuatkan helpdesk MA untuk penanganan permasalahan/kendala agar lebih 
cepat teratasi; 

3) Penambahan jumlah dan Pelatihan bagi pegawai, sehingga memiliki kompetensi 
sebagai petugas e-berpadu; 

4) Melakukan koordinasi / forum komunikasi rutin antar APH, untuk membahas masalah 
e-berpadu, sehingga dapat berfungsi secara optimal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.974 
57.957 

91.739 
126.481 

34.222 
66.014 

103.913 

142.737 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di 
lingkungan peradilan umum

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu

jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e-Berpadu dan manual)
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan 

peradilan umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 95,00% 
Realisasi - - 88,61% 
Capaian - - 93,27% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu, dimana 
pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat 
target dan realisasi. 
 

q. Indikator Kinerja 17:  
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan 
secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan 
peradilan umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑘

(𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎)
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 

𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
(𝑒 − 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑢 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)

𝑥100% 

 
 

 
99 

Persen 
 

 

 
 
 

597.564

597.564
𝑥100% 

 
= 100 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
100,00

99,00
𝑥 100% 

 
= 101,01% 

 
Pada Tahun 2025 layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di 
lingkungan peradilan umum sebanyak 597.564 perkara dan jumlah layanan perkara pidana 
secara keseluruhan sebanyak 597.564 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan 
perhitungan Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 
mencapai 100%, dengan capaian 101.01% yang berarti bahwa kinerjanya tersebut 
sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138.676 
275.368 

438.102 
597.564 

138.676 
275.368 

438.102 
597.564 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di 
lingkungan peradilan umum

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik(kecuali pelimpahan perkara)

jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan (e-berpadu dan Manual)
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan 

umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 99,00% 
Realisasi - - 100,00% 
Capaian - - 101,01% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada layanan perkara pidana melalui e-Berpadu, dimana pada 
periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target 
dan realisasi. 
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Berdasarkan capaian kinerja setiap indikator pada sasaran program 
“Terselenggaranya Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang 

pasti dan berkeadilan”  didapatkan nilai kinerja sebesar 102,3% 
 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
kualitas penyelesaian perkara, lingkungan 
peradilan umum telah melakukan berbagai 
upaya strategis yang berdampak positif terhadap 
capaian kinerja program penyelesaian perkara. 
Berikut disampaikan analisa pencapaian kinerja 
sasaran program terselenggaranya penyelesaian 
perkara di lingkungan peradilan umum yang 
pasti dan berkeadilan : 
 Penyebab keberhasilan dan 

peningkatan  capaian  kinerja: 
a. Pembinaan atau Bimtek dalam hal 

penyelesaian perkara oleh pimpinan Ditjen. 
Badilum; 

b. Pengadilan tingkat banding melakukan 
pengawasan dan koordinasi ke satker di 
bawahnya secara berkala; 

c. Ditjen. Badilum melakukan kegiatan sapa 
pengadilan secara berkala ke seluruh satuan 
kerja pengadilan untuk evaluasi kinerja 
pengadilan; 

d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
menerbitkan pedoman, petunjuk teknis, 
serta surat edaran yang bertujuan 
menyeragamkan pelaksanaan penyelesaian 
perkara, termasuk pengaturan batas waktu 
penanganan perkara dan standar 
administrasi peradilan antara lain: Surat 
Dirjen. Badilum nomor 720/2025 tentang 
petunjuk pencatatan perkara secara 
elektronik apabila terjadi kendala teknis, SK 
Dirjen. Badilum nomor 1151/2025 tentang 
Pemberlakuan Aplikasi Sistem Manajemen 
Elektronik Terintegrasi pada Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum dan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya, 
Keputusan Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum tentang Perubahan SK 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang 
Pembaharuan pedoman Standar Pelayanan   

Terpadu   Satu   Pintu  (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

e. Ditjen. Badilum mengadakan kegiatan 
Pertemuan rutin dan sarasehan interaktif 
(PERISAI) secara online untuk satuan kerja; 

f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ( 
Ditjen. Badilum) bersama Badan 
Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) 
melakukan kerja sama strategis di bidang 
teknologi informasi. Kerja sama ini 
difokuskan pada penilaian kinerja pengadilan 
secara lebih obyektif dan berbasis data 
melalui satu jari dan cctv; 

g. Ditjen. Badilum melakukan kegiatan AMPUH 
untuk mengevaluasi kinerja pengadilan. 

 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
(Ditjen. Badilum) terus berkomitmen 
meningkatkan kualitas dan efektivitas 
penyelesaian perkara di seluruh pengadilan.  
Berdasarkan evaluasi capaian kinerja saat 
ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
telah merancang sejumlah rencana aksi strategis 
yang akan dijalankan dalam periode mendatang, 
usaha kedepan yang akan di lakukan untuk 
peningkatan kinerja satuan kerja terhadap 
penyelesaian perkara antara lain: 
 Penguatan Sistem Informasi Pengadilan yang 

memungkinkan pimpinan pengadilan 
memantau setiap jalannya perkara secara 
detail, sehingga dapat segera memberikan 
solusi jika terjadi permasalahan; 

 Penyempurnaan SOP penanganan perkara 
dengan menyesuaikan adanya kebijakan dan 
aturan baru; 

 Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM 
dengan menyelenggarakan pelatihan yang 
berkelanjutan; 

 Penguatan koordinasi lintas instansi dibidang 
hukum untuk mendukung proses 
penyelesaian perkara. 
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2. Sasaran Program 2  
Terselenggaranya layanan peradilan bagi 
kelompok rentan di lingkungan Peradilan 
Umum yang mudah dan terjangkau 

 
Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 
2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Target dan Realisasi Sasaran Program (SP) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 

 

NO 

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM 
(SP) / INDIKATOR KINERJA (IK) TARGET 

INDIKATOR  
REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

SS01 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. 

SP02 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan 
terjangkau 

1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) 
di lingkungan Peradilan Umum 

100,00 
Persen 

100,21 
Persen 

100,21 
Persen 

2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan 
Peradilan Umum 

80,00 
Persen 

80,33 
Persen 

100.4 
Persen 

3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili 
kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum 

14,00 
Persen 

15,45 
Persen 

110,35 
Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 2 103,66 
Persen 

 
Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

a. Indikator Kinerja 1:  
Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 
(prodeo) di lingkungan Peradilan Umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔  

𝐷𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 

𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑜  

𝑥100% 

 
100 

Persen 
 

 

 
959

957
𝑥100% 

 
= 100,21 % 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
100,21

100,00
𝑥 100% 

 
= 100,21% 

 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan 
pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu 
secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan 
pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan 
berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, 
dan sidang di luar gedung pengadilan serta posbakum pengadilan. 
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241 

492 

765 
959 

241 

492 

765 
957 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan 
eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan. 
tahun 2025 perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 991 perkara dengan rincian untuk 
perkara prodeo yang menggunakan DIPA sebanyak 959 dan Prodeo murni sebanyak 32 perkara. 
sehingga capaian kinerja untuk Persentase  100,21%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya dikarenakan rumusan indikator ini berbeda dengan rumusan tahun 
sebelumnya.     

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025 
permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan Peradilan Umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target 190 Perkara 784 Perkara 100,00% 
Realisasi 270 Perkara  1.229 Perkara 100,21% 
Capaian 142,00% 157,00% 100,21% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara 
(prodeo), dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah 
sedangkan di tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan 
pengukuran serta realisasinya 
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1.191 
2.393 

3.728 
4.606 

1.223 
2.694 

4.367 
5.734 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PERKARA SIDANG DI L UAR GEDUNG DI  L INGKUNGAN 
PERADILAN  UMUM

Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan

b. Indikator Kinerja 2:  
Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan 
Peradilan Umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 
𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘
𝑑𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 

𝑥100% 

 
 

 
80 

Persen 
 

 

 
 
 

4.606

5.734
𝑥100% 

 
= 80,33% 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
80,33

80,00
𝑥 100% 

 
= 100,41% 

 
Sidang di luar gedung pengadilan merupakan layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk 
masyarakat yang mengalami kesulitan untuk datang ke kantor pengadilan. Sidang ini dapat 
dilaksanakan di berbagai tempat seperti Kantor Kecamatan, balai sidang pengadilan atau 
fasilitas umum lainnya yang telah disepakati oleh aparat penegak hukum dan pemerintah 
daerah. kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan lokasi sidang yang lebih 
dekat dengan tempat tinggal pemohon, biaya transportasi jadi lebih ringan serta menghemat 
waktu. sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang keliling atau 
sidang ditempat (zitting plaatz). 
Sidang di luar gedung pengadilan meliputi perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau 
sederhana, seperti : permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan 
pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan 
dalam akta kelahiran.  
Pada Tahun 2025 perkara sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum 
sebanyak 4.606 perkara dan jumlah perkara yang diajukan untuk disidangkan di luar gedung 
pengadilan sebanyak 5.734 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan 
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan 
peradilan umum mencapai 80.33%, dengan capaian 100.41% yang berarti bahwa kinerja 
tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya dikarenakan rumusan indikator ini berbeda dengan rumusan tahun 
sebelumnya. 
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  

perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum 

 

Indikator Tahun 
2023 2024 2025 

Target 3.776 Perkara 6.580 Perkara 80,00% 
Realisasi 4.240 Perkara  6.710 Perkara 80,33% 
Capaian 112,00% 157,00% 100,41% 

 
 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung 
pengadilan, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah 
sedangkan di tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan 
pengukuran serta realisasinya. 

 
b. Indikator Kinerja 3:  

Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili 
kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑘𝑖𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖
𝑏𝑖𝑚𝑡𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑢𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑘𝑖𝑚 𝑠𝑒 − 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎
𝑥100% 

 
 

14 
Persen 

 
 

 
 

725

4.693
𝑥100% 

 
= 15,45% 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
15,45

14,00
𝑥 100% 

 
= 110,35% 

 
Target persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan 
peradilan umum sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar 14% dengan realisasi 
sebesar 15,45% dan capaian kinerja sebesar 110,35%. 
 
Jumlah hakim yang telah mengikuti bimbingan teknik perempuan yang berhadapan dengan 
hukum sampai dengan tahun 2025 sebanyak 725 orang dengan peserta hakim dan aparatur 
penegak hukum pada instansi lain. hal tersebut masih belum memadai dikarenakan jumlah 
hakim peradilan umum seluruh indonesia pada lingkungan peradilan umum per Desember 
sebanyak 4.693 orang. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru. 
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240 482 725 

4.025 3.897 
4.693 

2023 2024 2025

H AKIM YANG MEM IL IKI  KOMPETENS I  MENGAD IL I KELOM POK 
RENTAN DI  L INGKUNGAN PERAD IL AN UMUM

Jumlah Hakim yang telah mengikuti Bimtek Kaum Rentan Jumlah Hakim Se-Indonesia

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
Hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan 

Umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 14,00% 
Realisasi - - 15,45% 
Capaian - - 110,35% 

 
Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan 
dikarena adanya perbedaan indikator pada Hakim yang memiliki kompetensi mengadili 
kelompok rentan, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, 
sehingga tidak terdapat target dan realisasi. 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum TA 2025 

  
65 

 

   

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program  
“Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan  
di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau”  

didapatkan nilai kinerja sebesar 103,66% 
 

 
Dalam rangka memperluas akses terhadap 
keadilan, khususnya bagi masyarakat 
kurang mampu berikut disampaikan analisa 
pencapaian kinerja sasaran program 
terselenggaranya layanan peradilan bagi 
kelompok rentan di lingkungan peradilan 
umum yang mudah dan terjangkau.  
Penyebab keberhasilan dan 
peningkatan  capaian  kinerja: 
a. Memperkuat koordinasi dengan pos 

bantuan hukum (Posbakum) guna 
memastikan masyarakat mendapatkan 
pendampingan dan informasi yang 
memadai sejak tahap awal 
pendaftaran perkara serta optimalisasi 
anggaran perkara prodeo; 

b. Melakukan pemetaan wilayah prioritas 
berdasarkan kebutuhan layanan, 
koordinasi dengan pemerintah daerah 
dan aparat setempat, serta 
penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung persidangan yang layak 
sehingga Masyarakat tidak perlu 
datang ke pengadilan; 

c. Melakukan Bimbingan teknis secara 
mandiri melalui Badilum Learning 
Center (BLC) atau daring/zoom 
meeting secara berkelanjutan; 

d. Berkoordinasi dengan bagian 
perencanaan dan Pusdiklat MA untuk 
kelanjutan pelaksanakan diklat bagi 
Tenaga Teknis terhadap kaum rentan; 

 
 
 
 
 
 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi 
capaian kinerja pada program 
nasional secara berkala; 

Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang 
dihadapi antara lain: 
1. Adanya gangguan terhadap jaringan 

internet saat pelaksanan diklat 
/bimtek secara daring; 

2. adanya kesalahan penginputan pada 
aplikasi e-pelaporan; 

3. kurangnya sosialisasi dari pengadilan 
ke masyarakat terhadap permohonan 
perkara prodeo; 

4. Keengganan masyarakat untuk 
mengajukan permohonan perkara 
prodeo karena adanya syarat 
keterangan tidak mampu (SKTM) dari 
kepala desa/lurah. 

5. Keterbatasan Anggaran. 
 

Mitigasi Risiko atas pencapaian 
target: 
1. Berkoordinasi dengan peserta bimtek 

untuk memastikan jaringan yang 
digunakan stabil; 

2. sosialisasi kepada operator satuan 
kerja tentang cara penginputan pada 
aplikasi e-pelaporan; 

3. Penguatan pengawasan internal 
serta monitoring berkala terhadap 
realisasi anggaran bantuan hukum; 
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3. Sasaran Program 3  
Terselenggaranya dukungan teknis 
penyelesaian perkara di lingkungan 
Peradilan Umum yang optimal 
 

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 
tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Target dan Realisasi Sasaran Program (SP) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 

 

 

NO 

 
SASARAN STRATEGIS/SASARAN 

PROGRAM (SP) / INDIKATOR 
KINERJA (IK) 

TARGET 
INDIKATOR  

REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

SS02 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

SP03 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal 

1 Persentase pengguna bantuan hukum di 
lingkungan Peradilan Umum 

100,00 
Persen 

100,00 
Persen 

100,00 
Persen 

2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan 
pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum 

3,20 
Indeks 

3,94 
Indeks 

123,13 
Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 3 111,56 
Persen 

 

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 

a. Indikator Kinerja 1:  
Persentase pengguna bantuan hukum di 
lingkungan Peradilan Umum 

 
Rumusan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 
 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑏𝑎𝑘𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑏𝑎𝑘𝑢𝑚 

𝑥100% 

 
100 

Persen 

 
 

62.174

62.174
𝑥100% 

 
= 100,00% 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
100,00

100,00
𝑥 100% 

= 100,00% 

 
Target Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sesuai dengan 
target dalam Perjanjian kinerja sebesar 100%. jumlah orang/kelompok orang miskin yang 
mendapatkan bantuan hukum pada tahun 2025 sebanyak 62.174 pemohon dan jumlah 
pengguna layanan sebanyak 62.174 permohonan layanan bantuan hukum yang diterima 
oleh pos bantuan hukum (posbankum). Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap 
target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 100,00% dengan capaian kinerja 
100,00%.
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7.112 14.809 20.550 

62.174 

7.112 14.809 20.550 

62.174 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PENGGUNA BANTUAN HUKUM D I LI NGKUNGAN PERADILAN  
UMUM

jumlah penerima layanan di posbakum jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan. Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan 
pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi 
permasalahan hukum. penyelenggaraan layanan bantuan hukum diberikan oleh 
lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan satuan kerja di pengadilan serta 
telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 
Layanan Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang 
sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu 
karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa 
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa 
surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang 
lengkap dan akurat, cepat dan mudah. 
Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada 
Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum 
(Satuan Kerja Pengadilan) sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu telah 
dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: 
1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan melalui 

kegiatan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di tingkat pusat dan daerah 
secara berkala; 

2. Kegiatan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum ke satuan kerja 
pengadilan; 

3. Pemantauan layanan pengadilan melalui CCTV yang terintegrasi langsung dengan 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 
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Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  
pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum 

 

Indikator 
Tahun 

2023 2024 2025 
Target 43.985 Orang 44.491 Orang 100,00% 

Realisasi 50.104 Orang  79.385 Orang 100,00% 
Capaian 114,00% 178,00% 100,00% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada pos bantuan hukum di pengadilan, pada periode tahun 
2023-2024 indikator tersebut mengunakan kata jumlah sedangkan di tahun 2025 
menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta 
realisasinya. 

 
a. Indikator Kinerja 2:  

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di 
Lingkungan Peradilan Umum 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 
Indeks kepuasan masyarakat atas 
layanan pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum 

 
 
3.2 Indeks 

 
 
3.94 Indeks 

 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
3.94

3.2
𝑥 100% 

= 123,13 % 
 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang 
berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi 
adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan 
kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk 
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Ketentuan 
terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menter Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta 
untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM. Proses 
Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya 
adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu 
dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing masing Unit Kerja yang 
disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat. 
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Pada Pengadilan tinggat Pertama :  
1. Layanan e-court; 
2. Layanan kepaniteraan Perdata; 
3. Layanan kepaniteraan Pidana; 
4. Layanan Kepaniteraan Perikanan; 
5. Layanan Kepaniteraan Hukum; 
6. Layanan Kepaniteraan Niaga;  
7. Layanan Kepaniteraan Tipikor; 
8. Layanan Kepaniteraan PHI; 
9. Layanan Inzage; 
10. Layanan Tata Usaha dan Keuangan 

 

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif 
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan 
melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas 
Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal badan peradilan 
umum dengan memanfaatkan Aplikasi Si-Super. Pengumpulan data survei kepuasan 
masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner 
dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna 
layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-
masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis 
dikirimkan melalui https://esurvey.badilum.mahkamahagung. go.id 
 
 

Jenis layanan yang diberikan :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Indikator Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah 
mengukur persentase Stakeholder yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Ditjen. 
Badilum. Pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, 
yaitu:  
1. Persyaratan  
2. Prosedur  
3. Waktu pelayanan  
4. Biaya/Tarif  
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

6. Kompetensi Pelaksana  
7. Perilaku Pelaksana  
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan 

Masukan  
9. Sarana dan Prasarana 

 
 
 
 
 
 
 

Pada Pengadilan di tingkat 
banding  
2. Layanan Kesekretariatan; 
3. Layanan Kepaniteraan; 
4. Layanan e-court. 

 

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id  
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Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan 
menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SI-SUPER) Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas 
terhadap layanan peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 
2025 melalui survei terhadap 64.881 responden adalah sebesar 3.94 

 
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan 
Umum 

 

Indikator 
Tahun 

2023 2024 2025 
Target - - 3.2 Indeks 

Realisasi - - 3.94 Indeks 
Capaian - - 123,13 % 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan 
dikarena adanya perbedaan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas layanan 
pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, pada periode tahun 2023-2024 indikator 
tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasinya. 

 

68.368 
64.004 

74.262 

64.811 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

JUMLAH RESPON ATAS  LAYANAN PENGADILAN 
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Jumlah Responden
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Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program  
“Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara  
di lingkungan Peradilan Umum yang optimal” didapatkan  

nilai kinerja sebesar 111,56% 
 

Berikut disampaikan analisa pencapaian kinerja sasaran program terselenggaranya 
dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal.  
 

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat 
atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum adalah 
1. Tersedianya PTSP pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dan adanya 

penilaian kualitas layanan PTSP sebagai bentuk monitoring dan evaluasi seluruh 
satuan kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

2. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara 
online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran 
elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik melalui e-Court. 

3. Terdapat beberapa platform pelayanan publik seperti: Website 
www.badilum.mahkamahagung.go.id, Media sosial (Instagram, Facebook, 
Twitter, Youtube, dan Tiktok), Email dan majalah dandapala online, PTSP, aplikasi 
eraterang, e-court dan e-berpadu serta SIPP; 

4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap Tahun selalu melakukan 
pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur dan penyempurnaan aplikasi 
untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan pengadilan. 

5. Pelatihan aparatur peradilan yang menunjang dalam pemberian layanan 
pengadilan bagi masyarakat 

 
Permasalahan atau Kendala yang mungkin terjadi adalah sistem survei elektronik 
yang digunakan kadang mengalami gangguan teknis atau kesulitan akses, sehingga 
responden tidak dapat mengisi survei secara langsung, petugas layanan pada PTSP 
kurang menginformasikan kepada para pihak untuk pengisian survei layanan 
pengadilan. 
 

Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 
1. Berkoordinasi dengan biro humas terkait pengadaan server; 
2. Pemeliharaan sarana pengisian survei elektronik seperti komputer, tablet di ruang 

layanan publik. 
3. Pelatihan petugas pengadilan yang bertugas memfasilitasi survei, termasuk 

memberikan arahan dan bantuan teknis dalam mendampingi masyarakat untuk 
proses pengisian survei. 

 

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa 
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk menilai kualitas layanan 
hukum bagi masyarakat. Hasil pengukuran tersebut dapat memberikan gambaran dari 
pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada umumnya dan pelayanan 
masing-masing satuan kerja pada khususnya lebih meningkat. 
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4. Sasaran Program 4 : 
Terlaksananya dukungan manajemen di 
lingkungan Peradilan Umum yang prima 
dan optimal 
 

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 
tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

Target dan Realisasi Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum Tahun 2025 

 

 
NO 

 

SASARAN STRATEGIS/SASARAN 
PROGRAM (SP) / INDIKATOR 

KINERJA (IK) 

TARGET 
INDIKATOR  

REALISASI 
INDIKATOR  

PERSENTASE 
REALISASI 
INDIKATOR  

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

SS03 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

SP04 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  

79.7  
Nilai 

81.10  
Nilai 

101,8 
Persen 

2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan 
Umum 

82  
Nilai 

96.48 
Nilai 

113.5 
Persen 

3 Indeks Layanan SDM 3.4 
Indeks 

3.68 Indeks 108,24 
Persen 

Nilai Capaian Sasaran Program 3 107,83 
Persen 

 

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 
2025 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Indikator Kinerja 1:  
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum 

 
79,7 
Nilai 

 
81,10 
Nilai 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
81,10

79,7
𝑥 100% 

= 101,76% 
 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk tujuan 
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan 
evaluasi tahunan yang dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 
yang berisi hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam 
penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi:
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1. Perencanaan kinerja; 
2. Pengukuran kinerja; 
3. Pelaporan kinerja; 
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

sebagai fakta objektif instansi 
pemerintah/unit kerja mengimplemen -
tasikan SAKIP; 

5. Pencapaian sasaran / kinerja; 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
berkomitmen penuh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam 
rangka memberikan gambaran yang 
transparan, konkret, dan memiliki dampak 
terkait dengan kinerja maupun capaian dari 
instansi. Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP), instansi yang 
menjadi Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu, 
Badan Pengawasan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia telah melaksanakan 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP).  

Pada Tahun 2024 Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum memperoleh Hasil 
Penilaian 81,10 (Predikat A) dengan 
rumusan indikator: “Nilai AKIP Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum T-1”. 
Penyebab keberhasilan capaian 
kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah pada Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah 
1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum berkoordinasi dengan 
stakeholder terkait implementasi 
SAKIP secara intens; 

2. Melaksanakan kegiatan penguatan 
SAKIP pada lingkup Ditjen. Badilum 
dan Satuan kerja dibawahnya; 

3. Melakukan koordinasi terkait 
pengelolaan dukumen SAKIP dengan 
Unit Eselon II lainnya; 

4. Melakukan monev data kinerja secara 
berkala dilingkungan Ditjen. Badilum; 

5. Melakukan Pengembangan aplikasi 
monev kinerja sesuai dengan Renstra 
2025-2026. 

 

 
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025  

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 79,70 Nilai 
Realisasi - - 81,10 Nilai 
Capaian - - 101,76% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena 
adanya perbedaan indikator pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada periode 
tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan 
realisasinya. 
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b. Indikator Kinerja 2:  

Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 
Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan 
Peradilan Umum 

 
85 Nilai 

 
96.48 Nilai 

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
96,48

85,00
𝑥 100% 

= 113,51% 

 
1. Nilai Kinerja  pada Aplikasi SMART DJA  

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan 
Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan input Capaian Kinerja pada 
aplikasi SMART DJA. Berikut rincian Komponen penilaian kinerja anggaran (SMART) 
yaitu:  
 Efektivitas Capaian Keluaran (Output): Mengukur realisasi capaian RO (Rincian 

Output) terhadap target 
 Efisiensi: Membandingkan selisih pagu anggaran keluaran dengan realisasi 

anggaran keluaran 
 Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan 

akhir). 
 

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas 
kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian 
terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 
anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA 
untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan 
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komponen penilaian IKPA terdiri dari: 
a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran:  

₋ Revisi DIPA (10%);  
₋ Deviasi Halaman III DIPA (15%);  

b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran:  
₋ Penyerapan anggaran (20%);  
₋ Belanja kontraktual (10%);  
₋ Penyelesaian tagihan (10%);  
₋ Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 

(10%); dan 
₋ Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (Pengurang Nilai IKPA Maksimal 

1%).  
c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: 

₋ Capaian Output (25%). 
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Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum memperoleh 
Nilai Kinerja Anggaran sebesar 96,48, yang 
menunjukkan capaian kinerja anggaran 
dalam kategori sangat baik. Nilai Kinerja 
Anggaran tersebut merupakan hasil 
pengukuran yang mengintegrasikan aspek 
perencanaan anggaran dan pelaksanaan 
anggaran. 
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tercatat 
sebesar 98,44, yang menggambarkan 
kualitas perencanaan anggaran yang sangat 
efektif dan efisien. Penilaian ini terdiri atas 
komponen efektivitas dan efisiensi 
perencanaan. Adapun aspek efisiensi diukur 
melalui efisiensi penggunaan Standar Biaya 
Keluaran (SBK) serta tingkat efisiensi SBK 
dalam mendukung pencapaian output yang 
telah direncanakan. 

Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran sebesar 94,51, yang bersumber dari 
capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) Tahun Anggaran 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025  

Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum 

 
Indikator 

Tahun 
2023 2024 2025 

Target - - 85,00 Nilai 
Realisasi - - 96,48 Nilai 
Capaian - - 113,51% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan 
dikarena adanya perbedaan indikator pada Nilai Kinerja Anggaran, pada periode tahun 
2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan 
realisasinya. 
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67 
51 

72 

123 

3,58 3,90 3,65 3,68 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

INDEKS LAYANAN SDM

Jumlah Responden Nilai Indeks

 
c. Indikator Kinerja 3:  

Indeks Layanan SDM 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
 

Indeks Layanan SDM 3.4 Indeks 3,68 Indeks 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
3,68

3,40
𝑥 100% 

= 108,24% 

 
Sasaran kegiatan terkait indeks kepuasan 
unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum terhadap Layanan 
Kesekretariatan adalah untuk 
mempresentasikan tingkat kepuasan unit 
kerja lingkup Ditjen. Badilum dan  Eksternal  
Badilum (tenaga teknis di satuan kerja) 
terhadap layanan kesekretariatan pada 
tahun 2025 yang diukur untuk setiap 
layanan kesekretariatan yang diberikan 
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum pada tahun 2025. layanan 
tersebut meliputi: layanan cuti, layanan 
kenaikan pangkat, layanan mutasi, layanan 
kenaikan gaji berkala, layanan bimbingan 
teknis, layanan KP4, layanan Taspen/BPJS 
serta terdapat layanan Kelengkapan 
Persidangan dan Layanan Perencanaan 
Program untuk satuan kerja. Tingkat 
kepuasan unit kerja lingkup Ditjen. Badilum 
terhadap   layanan      kesekretariatan     
diukur         berdasarkan 

beberapa parameter, meliputi: 
1. Kompleksitas persyaratan layanan ; 
2. Kejelasan informasi layanan; 
3. Kemudahan prosedur layanan; 
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan; 
5. Kesesuaian biaya layanan dengan 

ketentuan dan tidak ada pungutan liar; 
6. Kesesuaian layanan yang diberikan 

dengan kebutuhan; 
7. Respon terhadap pengaduan, masukan 

dan saran terkait layanan; 
8. Respon dalam menghadapi masalah saat 

memberikan layanan; 
9. Sarana dan Prasarana yang digunakan 

dalam memberikan layanan. 
 
Parameter Penilaian: 
Nilai 1 : Tidak Puas 
Nilai 2 : Kurang Puas 
Nilai 3 : Cukup Puas 
Nilai 4 : Puas 
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Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025 
Indeks Layanan SDM 

 

Indikator 
Tahun 

2023 2024 2025 
Target - - 3,4 Indeks 

Realisasi - - 3,68 Indeks 
Capaian - - 108,24% 

 

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan 
dikarena adanya perbedaan indikator pada Indeks Layanan SDM, pada periode tahun 
2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan 
realisasinya. 

 
Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program 

“Terlaksananya dukungan manajemen  
di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal”  

didapatkan nilai kinerja sebesar 107,83% 
 

Berikut analisa capaian kinerja sasaran program terselenggaranya terlaksananya 
dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal.  
✔ Penyebab keberhasilan dan peningkatan  capaian  kinerja: 
1) Pembinaan Pimpinan kepada seluruh pegawai Ditjen. Badilum; 
2) Melakukan Rapat berjenjang secara berkala; 
3) Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pegawai tentang peningkatan 

kompetensi SDM secara berkelanjutan; 
4) Mengadakan Bimtek SAKIP kepada pegawai internal badilum dan satuan kerja 

pengadilan. 
 

✔  Permasalahan/kendala yang dihadapi: 
Adapun beberapa kendala signifikan yang mungkin terjadi  antara lain: 
1. Rencana kegiatan sering tidak sesuai dengan jadwal, mengakibatkan revisi DIPA 

sering terjadi dan adanya selisih atau perbedaan antara rencana penarikan dana 
dan target kinerja yang tercantum pada Halaman III DIPA dengan realisasi 
pelaksanaannya dalam periode tertentu; 

2. Penyerapan Anggaran Tidak Proposional sehingga Realisasi sering menumpuk di 
triwulan IV, tidak sesuai dengan RPD awal; 

3. Implementasi SAKIP masih bervariasi karena perbedaan pemahaman terhadap 
prinsip dan mekanisme SAKIP, sehingga konsistensi pelaporan capaian kinerja 
belum optimal; 

4. keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian.  
✔  Mitigasi Risiko atas pencapaian target: 
1. Peningkatan kompetensi teknis kepegawaian melalui pelatihan rutin dan 

bimbingan teknis secara berkala; 
2. Berkoordinasi dengan unit eselon II untuk mereview jadwal pelaksanaan kegiatan 

yang akan dilaksanakan; 
3. Melakukan Sosialisasi SAKIP secara berkala kepada satuan kerja pengadilan serta 

melaksanakan bimbingan teknis evaluator SAKIP; 
4. berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait penambahan SDM. 
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3. Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur 
keberhasilan suatu kegiatan dengan 
membandingkan rencana penggunaan suatu 
sumber daya dengan penggunaan yang 
sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal 
ini, semakin sedikit sumber daya yang 
digunakan dalam mencapai hasil yang 
direncanakan, maka akan dinilai semakin 
efisien. Berikut analisis atas efisiensi 
penggunaan sumber daya berdasarkan 
anggaran, sumber daya manusia, serta sarana 
dan prasarana. 
1) EFISIENSI ANGGARAN. 
Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor 
S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 
tentang Efisiensi Belanja 
Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 
265/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 
2025 tentang Efisiensi Anggaran Mahkamah 
Agung Tahun Anggaran 2025, Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum 
mendapatkan Efisiensi Anggaran sebesar Rp 
26.701.951.000,00. Pagu alokasi Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 
sebesar Rp 128.272.021.000,- dan per tanggal 
31 Desember 2025 telah berhasil 
direalisasikan sebesar Rp 126.025.049.998,- 
dengan capaian penyerapan anggaran 
sebesar 98,25%. sedangkan realisasi capaian 
kinerja sasaran program Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum sebesar 104,73%, 
sehingga terdapat efisiensi sebesar 6,48%. 
Berdasarkan capaian ini Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum mampu 
mengoptimalisasi  anggaran yang diberikan 
untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien. 
2) OPTIMALISASI SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM). 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
merupakan Unit Eselon I yang memiliki tugas 
dan fungsi merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan dan standardisasi di bidang 

pembinaan   tenaga   teknis   dan    pembinaan 
administrasi peradilan di lingkungan  Peradilan    
Umum   dengan  kekuatan  sumber  daya 
manusia sebanyak 10.197 Tenaga Teknis 
Hakim dan Kepaniteraan yang tersebar di 416 
satuan kerja dimana jumlah sdm tersebut 
belum sebanding dengan jumlah perkara di 
pengadilan. Jumlah ideal untuk hakim 
seharusnya 6.587 orang sedangkan panitera 
sebanyak 11.051 orang, kondisi saat ini untuk 
hakim sebanyak 4.693 orang dan 
Kepaniteraan sebanyak 5.504 orang. Dengan 
rincian sebagai berikut: 

Kategori Jumlah saat ini Jumlah 
Ideal 

1. Hakim 4.693 6.587 
2. Panitera 4.098 5.903 
3. Jurusita 1.406 5.148 

Jumlah 10.197 17.638 
4. Direktorat 

Jenderal Badan 
Peradilan Umum 

142 170 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
aparatur negara merupakan upaya Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum untuk 
menjawab tantangan masa kini yang dihadapi 
oleh organisasi seperti tingginya jumlah 
pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi 
milenial, era disrupsi dan perkembangan era 
industri dan transformasi digital. Tantangan 
ini membuktikan bahwa strategi 
pengembangan Sumber Daya Manusia tidak 
dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan 
sistem konvensional. Beberapa kebijakan 
yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM 
adalah sebagai berikut: Penataan Jabatan 
Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta 
ASN dan Pengembangan karir melalui sistem 
talent pool, Percepatan peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas SDM ASN, Implementasi 
digitalisasi pada proses pengelolaan ASN 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum; Penguatan 
Sistem Merit, Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Prima 

.
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3) EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai penyelenggaraan 
pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dengan menekankan integrasi sistem pelayanan publik pemerintahan, penerapan 
SPBE secara terpadu dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan 
kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip integrasi dan 
keterpaduan layanan. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan SPBE telah mengesahkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang merujuk pada Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik guna selaras dengan prinsip SPBE Nasional. Berdasarkan Hal tersebut, 
implementasi meningkatkan pelayanan di lingkungan Ditjen. kegiatan 
pengembangan dan pembangunan aplikasi Ditjen. Badilum, yaitu: 
1. Layanan Persuratan. 

Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (SIMETRI) pada fitur Lentera 
merupakan Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar yang sudah 
disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas yang dikembangkan oleh Tim 
Pengembangan Aplikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Aplikasi ini 
digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan agar lebih 
cepat dan efisien; .  

2. Layanan Teknis Aplikasi lainnya yang terintegrasi dalam satu layanan Online 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SATU JARI) dalam rangka 
mempermudah monitoring dan evaluasi pelayanan pengadilan di seluruh satuan 
kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

3. Layanan Pengawasan Kinerja Pengadilan melalui aplikasi AMPUH yang 
bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga 
teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan 
peradilan umum. 

4. Layanan penghitungan Biaya Mutasi Tenaga Teknis 
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C. Benchmark 
Nasional 

 

 
Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 
sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2049/SEK/SK /X II/2O22 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah 
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagai  bahan analisis 
perbandingan informasi target kinerja satuan kerja dengan realisasi kinerja (benchmark) 
di level nasional Tahun 2025 antar unit Eselon 1. berikut ini diuraikan benchmarking tahun 
2025 

 

Table 6 Benchmarking Tahun 2025 

NO SASARAN 
STRATEGIS/INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET BADILUM 
 

BADILAG BADIMILTUN 

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern 
1.  Persentase penyelesaian 

perkara secara tepat waktu 
96,46 96,04 99,57 99,40 103,04 94,37 97,83 

2.  Persentase pengiriman 
salinan putusan tepat waktu 
oleh Pengadilan Tingkat 
Banding kepada Pengadilan 
Pengaju 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85 99,85 

3.  Persentase 
penyediaan/pengiriman 
salinan putusan tepat waktu 
oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama kepada Para Pihak 

99,97 99,98 100,01 100,00 100,03 99,73 99,76 

4.  Persentase pengiriman 
pemberitahuan petikan/amar 
putusan tingkat banding, 
kasasi dan PK secara tepat 
waktu oleh pengadilan 
pengaju kepada para pihak 

91,01 92,04 101,14 100,00 109,88 99,91 109,78 

5.  Persentase pengiriman 
salinan putusan perkara 
pidana tingkat banding, 
kasasi dan PK tepat waktu 
oleh pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

90,69 91,32 100,69 98,97 109,13 102,49 113,01 

6.  Persentase putusan 
pengadilan yang diunggah 
pada direktori putusan 

90,11 93,98 104,29 99,99 110,97 95,04 105,47 

7.  Persentase penyelesaian 
permohonan eksekusi 
putusan perdata 

39,55 49,42 124,95 77,61 196,23 62,58 158,22 

8.  Persentase perkara yang 
berhasil diselesaikan melalui 
pendekatan keadilan 
restoratif 

10,48 4,52 43,12 - - 59,85 571,07 

9.  Persentase pekara yang 
berhasil diselesaikan melalui 
mediasi 
 

18,69 5,06 27,09 60,51 323,75 - - 
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NO SASARAN 
STRATEGIS/INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET BADILUM BADILAG BADIMILTUN 
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 

10.  Persentase perkara anak 
yang berhasil diselesaikan 
melalui diversi 

97,00% 77,80% 80,21 - - - - 

11.  Persentase perkara perdata 
tingkat pertama dan tingkat 
banding yang menggunakan 
e-Court 

95,76% 99,85% 104,27 96,58 100,85 100,00
% 

104,43 

12.  Persentase perkara pidana 
yang dilimpahkan secara 
elektronik (e-Berpadu) 

95,76 88,61 92,53 100,00 104,43 65,50 68,40 

13.  persentase layanan perkara 
pidana yang diajukan secara 
elektronik (e-Berpadu) 

89,93 100,00 111,20 100,00 111,20 65,12 72,41 

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 
1.  Indeks kepuasan pengguna 

layanan pengadilan 
berdasarkan standar layanan 
yang ditetapkan 

3,78  3,94  104,23  3,91  103,44  3,99  105,56 

Sumber : Data Pengukuran  Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI https://bit.ly/Pengukuran_Kinerja_MA_2025  
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D. Realisasi  
Anggaran 

 
 
1) REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA 
 

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Nomor: SP DIPA-005.03.1.97450/2025 
tanggal 2 Desember  2024.  Sumber   dana   dalam penganggaran DIPA pada Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum berasal dari Rupiah Murni (RM). Besaran anggaran yang 
diterima oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp 128.272.021.000,- 
(Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu 
rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk program penegakan dan pelayanan Hukum di 
Satuan Kerja Dan dukungan manajemen di Lingkungan Ditjen. Badilum. 
Berikut adalah rincian anggaran program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Dukungan 
Manajemen Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Perjanjian Kinerja 
tahun 2025:   

 

 

 

 

Kegiatan/KRO Alokasi Realisasi Persentase 
(capaian) 

1049. Peningkatan Manajemen 
Peradilan Umum (Daerah) 

79.387.880.000,   77.736.019.786  97.92% 

1049.AEA. Koordinasi 4.201.401.000 4.118.509.845  98,03% 

1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi 1.275.710.000 1.262.233.325  98,94% 

1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan 52.673.422.000,- 51.588.441.678  97,94% 

1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum 
Perseorangan 

13.320.180.000, 13.118.038.102 98,48% 

 

1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan 7.917.167.000, 7.648.796.836 96,61% 

1049. Peningkatan Manajemen 
Peradilan Umum (Pusat) 

5.760.000 5.754.500 99,90% 

1049.AEA. Koordinasi 5.760.000,- 5.754.500 99,90% 

1046. Pengembangan Tenaga 
Teknis Peradilan Umum 

1.226.675.000 677.343.977  55,22% 

1046.AUC. Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Negara 

1.226.675.000,- 677.343.977  55,22% 
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Kegiatan/KRO Alokasi Realisasi Persentase 
(capaian) 

6243. Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 
Badan Peradilan Umum (Badilum) 

42.356.216.000 42.321.618.143 99,92% 

6243.CAN. Sarana Bidang Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

350.000.000 349.894.200 99,97% 

6243.EBA. Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

38.453.518.000 38.421.515.792 99,92% 

6243.EBB. Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

1.578.628.000, 1.576.845.680 99,89% 

6243.EBC. Layanan Manajemen SDM 
Internal 

681.250.000, 681.004.238 99,96% 

6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

1.292.820.000 1.292.358.233 99,96% 

6627. Dukungan Manajemen 
Tenaga Teknis Peradilan Umum. 

3.463.041.000 3.459.090.526 99,89% 

6627.EBA. Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

746.336.000 744.950.465 99,81% 

6627.EBC. Layanan Manajemen SDM 
Internal 

2.699.705.000 2.697.177.710 99,91% 

6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

17.000.000,- 16.962.351 99,78% 

6630. Dukungan Manajemen 
Administrasi Peradilan Umum 

1.832.449.000  1.825.223.066  99,61% 

6630.EBA. Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

1.211.855.000  1.211.301.224  99,95% 

6630.EBC. Layanan Manajemen SDM 
Internal 

620.594.000  613.921.842  98,92% 
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E. Kinerja  
Lainnya 

 

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja layanan publik, Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) memperkuat sinergi kelembagaan dengan lembaga 
terkait. Sinergi tersebut diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, standardisasi administrasi 
perkara, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi transformasi digital peradilan yang 
responsif dan modern. Sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu layanan, Ditjen Badilum 
juga mendukung kerjasama peradilan melalui kunjungan delegasi luar negeri. Kegiatan ini 
menjadi sarana benchmarking, knowledge sharing, dan adopsi praktik terbaik dalam 
manajemen perkara serta penguatan tata kelola peradilan. Hasil kerja sama tersebut 
ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis dan inovasi layanan guna mendukung terwujudnya 
peradilan umum yang efektif, akuntabel, dan berorientasi peningkatan layanan kepada pencari 
keadilan: 
 

NO KETERANGAN FOTO 

 
 
 
1 

Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini dipimpin Edward G. 
Veronda dan William Hall, jaksa penasihat (attorney advisor) 
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of 
Justice) berkunjung pada Rabu, 14 Mei 2025. Kunjungan ini 
dalam rangka diskusi tentang kejahatan komputer antar negara 
dan hak intelektual atau International Computer Hacking and 
Intellectual Property (ICHIP). Dalam kunjungan ini, dibahas 
permasalahan seperti pelatihan hakim tentang kejahatan siber 
(cybercrime), penegakan aturan hak kekayaan intelektual, dan 
kerja sama penegakan hukum lintas negara. 

 

 

 
 
 
2 

Dua akademisi dari Pusat Hukum Indonesia, Islam dan 
Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Melbourne (Melbourne 
Law School Centre for Indonesian Law, Islam and Society) Prof. 
Jeremy Kingsley dan Prof. Nadirsyah Hosen berkunjung ke 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Selasa, 03 
Juni 2025. Pada kunjungan ini dibahas rencana penelitian 
mengenai proses penegakan hukum dalam sengketa kontrak 
komersial. Bahasan ini sangat penting karena akan 
mempengaruhi iklim investasi asing di Indonesia. Kedua 
akademisi ini berencana akan melaksanakan penelitian pada 
beberapa pengadilan (court observation) untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan penegakan hukum sengketa kontrak. 

 

 

 
 
 
 
 
3 

Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) melalui 
Kerja Sama untuk Keadilan Australia-Indonesia tahap 3 atau 
Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3), 
berkunjung dan berdiskusi pada Kamis, 25 September 
2025.Delegasi FCFCOA dipimpin oleh The Honorable Justice 
Suzanne Christie. Diskusi dengan pengadilan tinggi dan 
pengadilan negeri seluruh Indonesia ini membahas kondisi 
peradilan anak saat ini dan berbagai permasalahan yang 
dihadapi, khususnya terkait dispensasi kawin, perkembangan 
inisiatif akses keadilan, dan pendaftaran perkara, serta 
peradilan secara daring. 
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4 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga ikut serta 
dalam Diskusi Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad der 
Nederlanden (Mahkamah Agung Belanda) di Surabaya, 17 Juni 
2025. dengan tema “Etika dan Integritas Hakim di Tengah 
Tekanan Sosial”. Diskusi ini menghadirkan narasumber utama 
Presiden Hoge Raad Belanda Prof. Dineke de Groot YANG 
membawakan materi tentang etika kehakiman (judicial ethics) 
dan integritas hakim di tengah tekanan sosial dari masyarakat 
yang dapat mempengaruhi putusan hakim. 
 

 

 

 

 

 

5 

Perwakilan Office of Overseas Prosecutorial Development, 
Assistance and Training (OPDAT) dari Departemen Kehakiman 
Amerika Serikat (U.S. Department of Justice) dan Bureau of 
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) dari 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (U.S. Department of 
State) berkunjung pada Jumat, 26 September 2025. Delegasi 
OPDAT dipimpin oleh Tomika N.S. Patterson selaku Resident 
Legal Advisor dan Cut Yunita selaku Legal Specialist Kedutaan 
Amerika Serikat di Jakarta, sedangkan INL diwakili oleh 
Aqueelah T. Johnson selaku Director of Global Law Enforcement 
& Counter-Narcotics Programs. Pada kunjungan tersebut, 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertukar pikiran dan 
solusi dengan perwakilan OPDAT dan INL terkait pemanfaatan 
Teknologi Informasi (TI) dalam sistem peradilan, isu terkait 
pengamanan persidangan. 

 

 

 

 

 

 

6 

Mahkamah Agung Filipina (Supreme Court Republic of the 
Philippines) berkunjung pada Selasa, 04 November 
2025.Delegasi ini dipimpin dipimpin hakim agung Mahkamah 
Agung Filipina Justice Amy Lazaro-Javier. Tujuan dari 
kunjungan ini adalah dalam rangka diskusi dengan Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum dengan agenda pembahasan 
"Kebijakan Penanganan Perkara Anak"' dan demo sistem 
informasi dan monitoring pelaporan serta eksekusi. Dalam 
kesempatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
menunjukkan Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan 
Terintegrasi (SATU JARI). 

 

 

 

 

 

7 

Kunjungan Kementerian Kehakiman Vietnam, pada hari Rabu, 
26 November 2025. Delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam 
dipimpin oleh Ms. Tran Thi Phuong Hoa, Deputi Direktur 
Jenderal Departemen Penegakan Putusan Perkara Sipil (Civil 
Judgment Enforcement). Delegasi Kementerian Kehakiman 
Vietnam dalam kunjungan ini banyak bertanya tentang 
penerapan teknologi informasi di pengadilan, dari tahap 
pencatatan perkara, penetapan majelis hakim hingga 
pemantauan tahapan eksekusi putusan perdata. 
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8 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan 
penghargaan kepada satuan kerja pengadilan tinggi dan 
pengadilan negeri yang telah berhasil melaksanakan 
tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah 
di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI  Penyerahan 
penghargaan atas kinerja tersebut dilaksnakan pada 
tanggal 18 Desember 2025 yang diserahkan langsung 
oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial serta Para Ketua 
Kamar dan Pejabat Lainnya. 

 

 

F. Reward and 
Punishment 

 
A. REWARD 
Penghargaan Kinerja “Abhinaya 
Upangga Wisesa” dimulai sejak tahun 
2023 Oleh Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum untuk menilai Satuan 
Kerja di Lingkungan Peradilan Umum 
sebagai refleksi atas capaian, apresiasi 
terhadap dedikasi, dan pemicu semangat 
untuk terus berinovasi demi terwujudnya 
peradilan terpercaya. Hal ini merupakan 
sebuah manifestasi dari komitmen 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
untuk terus meningkatkan kualitas 
pelayanan dan integritas peradilan di 
seluruh Indonesia. Abhinaya Upangga 
Wisesa adalah Penghargaan tertinggi di 
lingkungan Peradilan Umum Mahkamah 
Agung RI yang diberikan kepada satuan 
kerja (Pengadilan) dengan kinerja dan 
pelayanan terbaik. Penghargaan ini 
menekankan pada inovasi, integritas dan 
transformasi digital dalam mewujudkan 
pelayanan publik yang unggul, transparan 
dan akuntabel. Istilah Abhinaya Upangga 
Wisesa berasal dari aksara Dewanagari 
Sansekerta yang terdiri dari 3 suku kata, 
yaitu: 

- Abhinaya yang memiliki makna tindakan 
penegak hukum yang dilakukan 
berdasarkan prinsip keadilan, integritas, 
profesionalisme, akuntabilitas, netralitas 
dan perlindungan terhadap Hak Asasi 
Manusia; 

- Upangga yang berasal dari kata Upanga 
yang artinya membawa gagasan 
tentang perkembangan; 

- Wisesa yang berarti cemerlang. 
 

Tujuan: Mendorong perbaikan kualitas 
kinerja, reformasi birokrasi dan dan 
peningkatan pelayanan publik di seluruh 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 
Indikator penilaian: diberikan kepada 
satuan kerja yang meraih nilai tertinggi 
dalam penilaian, termasuk perolehan 
sertifikat AMPUH (Sertifikasi Mutu 
Pengadilan Unggul dan Tangguh). 
Penghargaan yang diberikan meliputi 
pelaksanaan kinerja yaitu: 
 Layanan pengadilan melalui PTSP pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri; 

 Administrasi Perkara dan Keuangan 
Perkara;  
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 Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Kurang Mampu di Pengadilan (Pos 
Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya 
Perkara/Prodeo, dan Sidang di Luar 
Gedung Pengadilan); 

 Keterbukaan Informasi Publik; 
 Role Model Pimpinan; 
 Role Model Panitera; 
 Role Model Sekretaris; 
 Evaluasi Impelemntasi SIPP; 
 Kinerja Hakim Tinggi Pengawas 

Daerah; 
 Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
Penghargaan akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) dengan 
beberapa kriteria berdasarkan 
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 
RI Nomor 878 tahun 2022. Pada tahun 
2025 Penghargaan AKIP diberikan 
kepada 6 (enam) Satuan Kerja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengadilan antara lain: 
1. Pengadilan Tinggi Riau 
2. Pengadilan Tinggi Jakarta 
3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh 
4. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara 

Barat 
5. Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
6. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 
Yang nantinya satuan kerja tersebut 
dapat menjadi role model bagi satuan 
kerja lainnya. 
 

B. PUNISHMENT 
 

Selain Reward juga terdapat punisment jika 
kinerja yang telah ditargetkan tidak tercapai 
yaitu dengan mempertimbangkan terkait  
Promosi dan Mutasi dari tenaga teknis serta 
pengurangan tunjangan kinerja kepada 
pegawai yang kinerjanya kurang 
memuaskan berdasarkan PKP/PCK bulanan. 
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A. Kesimpulan 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 
informasi secara transparan dan akuntabel 
kepada seluruh stakeholders dan mampu 
memberikan informasi yang relevan tentang 
kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya seperti yang tertuang pada Renstra. 
Dengan disusunnya laporan kinerja ini 
diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam 
meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum di tahun yang akan datang. 
Secara  umum  capaian  kinerja  pada Direktorat 
Jenderal Badan peradilan Umum telah sesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan 
yaitu berupa target yang akan dicapai, realisasi 
beserta anggaran. Penggunaan anggaran yang 
mendukung dalam 
pelaksanaan kinerja tersebut dapat terealisasi 
dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan 
karena adanya kesesuaian antara realisasi 
anggaran dan rata-rata capaian kinerja. 
Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di 
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum  juga   dikelola   dengan   efektif  dan  
efisien, sehingga jumlah SDM yang belum 
memenuhi standar mampu mencapai kinerja 
secara optimal. Dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum terus menerus melakukan 
inovasi yang tiada henti dengan memberikan 
layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) dimana masyarakat dapat memperoleh 
berbagai informasi baik produk hukum maupun 
alur proses penyelsaian perkara secara cepat dan 
tepat serta bebas biaya. Tahun 2025 Direktorat 
Jenderal Badan peradilan Umum memiliki 4 
Sasaran Program dan 25 Indikator Kinerja Utama 
yang harus dicapai. Terdapat 21 indikator yang 
berhasil mencapai target dan 4 Indikator Kinerja 
Utama yang tidak mencapai target, ketidak 
tercapaian ini akan menjadi evaluasi bagi 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada 
tahun selanjutnya. Ini merupakan bentuk nyata 
kerja keras seluruh pimpinan dan pegawai dalam 
mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat berdasarkan core values ASN 
”BerAKHLAK” untuk menjadi instansi pemerintah 
yang berkualitas dan bermartabat. 
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B. Saran 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  harus selalu melakukan perbaikan yang 
konsisten dan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
Untuk peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, beberapa hal 
strategis yang dapat dilakukan, antara lain: 
1. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan 

target setiap indikator kinerja utama selaras dengan target nasional yang 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada Renstra 2025-2029, sehingga kinerja 
organisasi sejalan dengan sasaran strategis; 

2. Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang 
terintegrasi dengan SIPP seluruh satuan kerja, yang diharapkan dapat 
menyajikan inforkmasi progres capaian kinerja secara berkala dan real time; 

3. Meningkatkan Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui program AMPUH; 
4. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Badilum dengan Sekretariat Mahkamah 

Agung, Satuan Kerja Pengadilan serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi Ditjen. Badilum; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada 
masyarakat dan instansi terkait; 

6. Mengoptimalkan keterbukaan informasi dalam setiap layanan; 
7. Meningkatkan Kualitas Layanan secara Profesional dan terintegrasi dengan 

melakukan Bimtek dan pelatihan secara berkelanjutan. 
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Lampiran 
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Daftar Lampiran : 

 
1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) 
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026 
5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
6. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025 
7. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025 
8. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025 
9. Rencana Kinerja Tahun 2027 
10. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 
11. Rencana Aksi Tahun 2026 
12. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 
13. Pohon Kinerja 
14. SK Tim SAKIP 2025 
15. Kertas Kerja Tim Reviu 
16. Formulir Ceklist Tim Reviu 
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